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Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja account 
representative, self assessment system, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak dengan pelayanan fiskus sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Makassar Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Sampel di dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada pada di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara.  
 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang 
dikumpulkan melalui survey kuesioner secara langsung. Pengumpulan data dlakukam 
dengan menyebar 100 kuesioner kepada responden. Analisis data menggunakan 
analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating dengan pendekatan 
nilai selisih mutlak. Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis kinerja account 
representative, self assessment system, dan sanksi pajak. Anallisis regresi linear 
berganda dengan nilai uji selisih mutlak untuk hipotesis kinerja account 
representative, self assessment system, dan sanksi pajak yang dimoderasi oleh 
pelayanan fiskus.  
 Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 
account representative, self assessment system, dan sanksi pajak berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis variabel moderating degan 
selisih mutlak menunjukkan bahwa pelayanan fiskus dapat memoderasi self 
assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak dapat memoderasi 
kinerja account representative dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Kata kunci: kinerja account representative, self assessment system, sanksi pajak, 







A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menggenjot 
pembangunan. Pemerintah mendorong pembangunan di berbagai sektor, karena 
dengan mendorong pembangunan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
Menurut Sapriadi (2013:2) untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana dalam 
jumlah yang sangat besar, baik  dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana 
yang didapat dari luar negeri berupa utang luar negeri sedangkan dana yang diperoleh 
dari dalam negeri berupa penerimaan negara dari berbagai sektor. Sektor yang 
menyumbang pendapatan terbesar adalah perpajakan. Sektor perpajakan mampu 
menopang pembangunan di Indonesia lebih dari 50% daripada sektor-sektor lainnya. 
Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara (APBN) 
karena tanpa pajak negara ini akan sulit melakukan pembangunan (Koentarto, 
2011:243). 
Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah :  
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.” 
 
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan 





kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai 
falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan 
kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi 
dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional 
(Anggraini, 2014). 
Laju pertumbuhan negara sangat didominasi oleh pajak, sehingga kebijakan 
pemerintah dalam hal perpajakan harus semakin ditegakkan. Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) telah banyak melakukan usaha peningkatan pendapatan pajak demi 
kemakmuran bersama. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan pajak 
adalah dengan meningkatkan kesadaran akan kepatuhan Wajib Pajak (WP). 
Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan negara 
dengan mendongkrak kualitas perpajakan serta mengeluarkan berbagai macam 
kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor 
pajak.  
Kendala masyarakat dalam mematuhui kewajiban perpajakannya salah 
satunya adalah masyarakat belum memahami dan menyadari akan pentingnya pajak 
bagi negara maupun bagi masyarakat sendiri. Menjadi warga negara yang beriman 
harus rela menunaikan kewajibannya atas harta yang dimilikinya sebagaiamana 
dijelaskan dalam Q.S. an Nisa/4: 59 sebagai berikut: 
 ۡۖ أنُكنِه ِس أَه ألۡٱ يِل ًْ ُ أ ًَ  َلٌُس َّسلٱ ْاٌُعيَِطأ ًَ  َ َّللَّٱ ْاٌُعيَِطأ ْا ٌَٰٓ ُنَهاَء َنيِرَّلٱ اَيَُّيأ
َٰٓ  َي ِنَئف
 ِِۚسِخَٰٓ ألۡٱ ِم ٌأ َي ألٱ ًَ  ِ َّللَِّٱب َنٌُنِه أُؤت أُنتنُك ِنإ ِلٌُس َّسلٱ ًَ  ِ َّللَّٱ َىِلإ ُه ًُّدَُسف ٖء أيَش ِيف أُنت أعَز  ََنت
 الًي ًِ
أَأت ُنَس أَحأ ًَ  ٞس أيَخ َكِل







Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya 
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya ketaatan hanya pada Allah 
dan juga pada sunnah Rasulnya serta diimbangi dengan menuruti peraturan pemimpin 
yang tidak melenceng dari aturan Allah. Adapun dalam hal kepatuhan terhadap aturan 
perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, sepanjang peratutan perpajakan tidak 
menyimpang dari perintah Allah maka diwajibkan kepada masyarakat untuk 
melaksanakan dan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. 
Suyatmin (2004) dalam Nirmala (2012:21) berpendapat bahwa kesadaran 
perpajakan ditunjukkan dari sikap yang positif mengenai pajak merupakan iuran 
rakyat untuk dana pembangunan; pajak merupakan iuran rakyat untuk dana 
pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; pajak merupakan salah 
satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; dan percaya 
bahwa pajak yang sudah dibayar Wajib Pajak benar-benar digunakan untuk 





penting. Sampai pada saat ini masih banyak masyarakat kita yang menganggap 
bahwa membayar pajak itu adalah sebuah beban bagi mereka. 
Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak 
mengupayakan modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi 
perpajakan memberikan banyak perubahan mendasar mulai dari restrukturisasi 
organisasi sampai dengan pengembangan sumber daya manusia serta penggunaan 
teknologi informasi dalam administrasi perpajakan (Suyanto, 2017). Dalam sistem 
modernisasi perpajakan, pengelompokan potensi pajak berdasar keunggulan fiskus di 
wilayah wajib pajak atau mapping dan pembuatan profil wajib pajak merupakan 
suatu hal yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak modern, dimana dalam 
pembuatan profil tersebut dibutuhkan  Account Representative yang dituntut untuk 
lebih dekat, lebih mengenal, dan lebih mengetahui akan kondisi Wajib Pajaknya, 
sehingga kegiatan intensifikasi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan 
pajak dapat berjalan dengan baik. 
Keputusan Menteri Indonesia Nomor: 79/PMK.01/2015 tentang Account 
Representative pada Kantor Pelayanan Pajak, bahwa Account Representative 
merupakan salah satu ujung tombak penggalian potensi penerimaan Negara dibidang 
perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian 
bimbingan/ himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak 
(Widomoko, 2017). Account Representative juga bertugas untuk memberikan 





dalam menopang self assessment system yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 
1984 (Irawan, 2013).  
Dalam self assessment system, wajib pajak diberi wewenang untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan 
jangka waktu yang telah ditentukan dalam perturan perundang-undangan perpajakan. 
Artinya wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai 
dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan 
melunasi pajak terutang (Mutia, 2014). 
Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor 
pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment 
system menjadi self assessment system yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem 
perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan 
memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan 
melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Official assessment 
system merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk 
menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Santi, 2012).  
Kelebihan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang akan timbul menjadi 
tanggung jawab fiskus, seperti terlambat membayar atau melapor dikarenakan 
keterlambatan fiskus menetapkan besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayar 
oleh wajib pajak. Kelemahan dari sistem ini adalah wajib pajak bersifat pasif 





perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek 
mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan 
pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang 
perpajakan. 
Cara pemungutan pajak yang sesuai juga dapat mempengaruhi wajib pajak 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Self assessment system memberikan 
kepercayaan penuh kepada wajib pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya 
pengawasan dan pemeriksaan oleh aparatur pajak. Tujuan utama dari 
dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (tax compliance) yaitu dengan 
jalan penegakkan hukum (law enforcement) sehingga akan berdampak pada 
peningkatan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara (Suyanto, 2017). 
Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam 
Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan 
dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda 
dan bunga) dan sanksi pidana. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi 
pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi 
oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila 






Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. 
Menurut Rahman (2011) dalam Purba (2016) pelayanan fiskus dapat diartikan 
sebagai pelayanan dari petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan 
segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan 
memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wajib pajak. Sehingga apabila 
pelayanan yang diberikan oleh fiskus baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajibannya juga meningkat. 
Adapun upaya fiskus dalam peningkatan penerimaan pajak adalah untuk 
mengoptimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak 
yang telah tercatat atau terdaftar dalam administtrasi Direktorat Jenderal Pajak dan 
dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi (Christover, 2016). Pelayanan fiskus dapat 
diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan 
segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak 
(Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Veronica, 2015). Dalam penelitian Supadmi 
(2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan 
oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi 
wajib pajak. Penelitian Jatmiko (2006) dan Arum (2012) menemukan bahwa 





Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul “Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System dan 
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelayanan Fiskus 
Sebagai Variabel Moderasi”.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka 
penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah 
sebagai berikut :    
1. Apakah kinerja account representative berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak? 
2. Apakah selft assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak? 
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak? 
4. Apakah pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara kinrja account 
representative dengan kepatuhan wajib pajak? 
5. Apakah pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara selft assessment system 
dengan kepatuhan wajib pajak? 
6. Apakah pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan 
kepatuhan wajib pajak? 





Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau  sub 
masalah yang diajukan oleh peneliti, yang diajabarkan dari landasan teori atau kajian 
teori dan masih harus diuji kebenarannya. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
1. Pengaruh Kinerja Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Menurut Santoso, (2010) Account Representative dibutuhkan untuk 
memberikan konsultasi kepada wajib pajak, agar wajib pajak dapat lebih mudah 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa 
kinerja Account Representative berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian yang dilakukan oleh Alfiansyah (2012) menyatakan bahwa kinerja Account 
Representative pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Nuzula, dkk (2015) yang 
menuai hasil bahwa kualitas pelayanan dan kinerja Account Representative 
berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, selanjutnya Kiswara, dkk 
(2016) berpendapat bahwa peran Account Representative berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak, selain itu pengawasan Account Representative juga 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Sari, 2016).  
Terdapat beberapa faktor kualitas pelayanan Account Representative yang 
telah diteliti sebelumnya yaitu, kesopanan pelayanan, pengawasan, serta konsultasi 
yang dilakukan Account Representative terhadap wajib pajak. Berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh Amilin dan Anisah (2008) pengawasan dan konsultasi yang 





(2010) mengatakan bahwa konsultasi Account Representative juga tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak yang juga didukung oleh penelitian milik Ramadhan 
(2015). Kesopanan pelayanan yang dilakukan Account Representative tidak 
berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukkan oleh penelitian 
Irawan dan Sardjiarto (2013).  
Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang tidak konsisten diatas, maka 
secara garis besar peneliti menduga bahwa wajib pajak akan taat membayar pajak 
apabila wajib pajak mempunyai pengalaman yang baik mengenai pelayanan, 
konsultasi, dan pengawasan yang diberikan Account Representative. Apabila wajib 
pajak merasa puas dengan kinerja Account Representative, maka wajib pajak tersebut 
akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
 H1: Kinerja Account Representative berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak  
2. Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Suyati, (2013) sistem self assessment diterapkan karena perpajakan 
yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial 
ekonomi masyarakat Indonesia. Sistem self assessment memberikan kepercayaan 
sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 
terutang, sehingga sistem self assessment juga memberikan perhatian yang lebih 





pajak, adanya self assessment system diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak.  
Wahyuni, (2013) meneliti mengenai pengaruh kesadaran, penerapan self 
assessment system, dan pemeriksaan terhadap kewajiban membayar pajak orang 
pribadi berkesimpulan bahwa penerapan self assesment system berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dharmawan (2015) juga 
menyimpulkan bahwa sistem self assessment berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
perpajakan. 
Sistem self assessment ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, maka wajib pajak harus bisa 
mempertanggung jawabkan pajak terutangnya. Sistem self assessment yang baik 
maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
 H2: Self Assessment System berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan 
wajib pajak 
3. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Menurut teori atribusi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal 
atau faktor eksternal. Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk 
menjelaskan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Sanksi 
pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan formal 





Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar 
Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila 
memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi pajak merupakan 
jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 
perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 
pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 
Sanksi pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Arum (2012) dan Mutmainnah (2014) 
mengungkapkan bahwa sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai 
berikut: 
 H3: Sanksi pajak berpengaruh positif  dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan 
wajib pajak 
4. Pengaruh Kinerja Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib pajak 
dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderasi 
Account Representative (AR) adalah aparat pajak yang bertanggung jawab 
dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan secara langsung untuk sejumlah wajib 
pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya (Irawan dan Sadjiarto, 2013). 
Menurut Suryanto (2013), Account Representative sebagai jembatan penghubung 
untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 





serta pengawasan yang maksimal kepada wajib pajak. Dengan adanya kinerja 
Account Representative ini diharapkan masyarakat pada akhirnya menjadi 
masyarakat yang taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  
Sedangkan pelayanan yang baik akan mendorong atau meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan 
oleh Arum (2012) menemukan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yogatama (2014) menunjukkan bahwa 
pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak Dalam penelitian ini pelayanan fiskus akan semakin memperbaiki 
hubungan antara Account Representative terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H4: Pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara kinerja account representative 
dengan kepatuhan wajib pajak 
5. Pengaruh Self Assessment system terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan 
Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderasi 
Sistem Self Assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, 
maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan yang diberikan tidak 
disalahgunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan 
pajak setiap wajib pajak menjadi berkurang. Dalam prinsip Self Assesment System, 
penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui 





oleh Mita Kuraesin (2009) tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Self Assessment 
System terhadap Kepatuhan Pajak menunjukkan hasil bahwa kepatuhan pajak 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan pajak dan Self 
Assessment System.  
Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan 
segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan 
petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak 
dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan 
seseorang yang dalam ini adalah wajib pajak (Arum 2012). Kegiatan yang dilakukan  
petugas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, 
termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli 
NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus yang 
dilakukan kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati 
ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil. Sehingga dengan 
pelayanan yang baik oleh fiskus, wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak 
sendiri ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan 
negara. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H5: Pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara self assessment system dengan 







6. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak dengan Pelayanan 
Fiskus sebagai Variabel Moderasi 
Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi 
perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Pandangan wajib pajak 
terhadap penerapan sanksi yang berkemungkinan akan lebih banyak merugikannya 
akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 
(Nugroho,2006 dalam Pratiwi dan Setiawan, 2013). Sehingga dengan adanya sanksi 
pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Walaupun wajib pajak berniat 
untuk melaksanakan kewajiban pajakanya, wajib pajak tetap akan mengalami 
kesulitan dan cenderung tidak mampu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 
dan menyebabkan wajib pajak akan dikenakan sanksi, karena kurangnya penyuluhan 
perpajakan yang dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Dengan 
demikian pelayanan fiskus sangat diperlukan dalam mendorong atau meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut: 
 H6: Pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan 
wajib pajak  
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional 






a. Variabel Independen (X) 
1) Account Representative (X1) 
Account Representative (AR) yaitu aparat pajak yang bertanggung jawab 
dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan secara langsung untuk sejumlah 
wajib pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya (Amilin dan Anisah, 2008). 
Melalui fungsi penyuluhan, konsultasi dan pengawasan yang dilakukan oleh 
Account Representative diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
sehingga berimplikasi pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak 
(Boihaqi, dkk (2015).  
Tabel 1.1 
Operasionalisasi Variabel X1 




a) Menguasai ketentuan perpajakan. 
b) Mengawasi pemenuhan kewajiban 
perpajakan wajib pajak. 
c) Memberikan pelayanan prima. 
d) Berkomunikasi dengan baik 
kepada wajib pajak. 
Skala 
Likert 1-5 
Sumber: Siti Kurnia Rahayu (2010:129) 
 
2) Selft Assessment System (X2) 
Perubahan sistem pemungutan pajak dari Official assessment menjadi Self 
Assessment, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan 
kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri 
yang berasal dari pajak. Menurut Suyati, (2013) sistem self assessment diterapkan 
karena perpajakan yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat 





memberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga sistem self assessment juga 
memberikan perhatian yang lebish besar terhadap jaminan dan hukum mengenai 
hak dan kewajiban masyarakat wajib pajak, adanya self assessment system 
diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  
Tabel 1.2 
Operasionalisasi Variabel X2 





a) Menghitung sendiri jumlah pajak yang 
terutang. 
b) Menyetor pajak ke bank persepsi/kantor 
pos. 
c) Menetapkan sendiri jumlah pajak yang 
terutang melalui pengisian SPT dengan 
baik dan benar. 
Skala 
Likert 1-5 
Sumber: Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:81) 
 
3) Sanksi pajak (X3) 
Sanksi merupakan suatu tindakan yang berupa hukuman yang diberikan 
kepada seseorang yang telah melanggar suatu peraturan. Peraturan atau undang-
undang merupakan rambu-rambu bagi seorang individu untuk mengetahui 
perilaku yang diperbolehkan atau tidak untuk dilakukan. Sanksi pajak merupakan 
jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan 
merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan 
(Mardiasmo,2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010).  Variabel sanksi pajak 






Operasionalisasi Variabel X3 
Variabel Indikator Skala Data 
Sanksi Pajak 
(X3) 
a) Sanksi pajak sangat diperlukan. 
b) Sanksi dilaksanakan dengan tegas. 
c) Sanksi sesuai dengan besar kecilnya 
pelanggaran. 
d) Sanksi sesuai dengan ketentuan dan 





4) Variabel Moderating (M) 
Variabel moderating dalam penelitian ini adalah pelayanan fiskus. Pelayanan 
fiskus merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan formal 
wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, 
pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak 
dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi 
yang tinggi sebagai pelayan publik.  
         Tabel 1.4 
Operasionalisasi Variabel M 
Variabel Indikator Skala Data 
Pelayanan  
Fiskus (M) 
a) Petugas pajak memberikan pelayanan 
dengan baik.  
b) Penyuluhan oleh petugas pajak 
membantu pemahaman wajib pajak. 
c) Petugas pajak memperhatikan 
keberatan wajib pajak. 
d) Cara membayar dan melunasi pajak 










5) Variabel Dependen (Y) 
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan 
wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan 
yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi 
pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara 
sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan 
Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya mutlak 
memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan 
melapor kewajibannya. Menurut Sapriadi (2013) kepatuhan wajib pajak adalah 
masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan 
keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian 
pajak.  
            Tabel 1.5 
Operasionalisasi Variabel Y 




a) Kepatuhan wajib pajak dalam 
mendaftarkan diri. 
b) Kepatuhan untuk melaporkan kembali 
surat pemberitahuan. 
c) Kepatuhan dalam penghitungan dan 
pembayaran pajak terutang.  
Skala 
Likert 1-5 









6) Penelitian Terdahulu 
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
No 
Nama Peneliti 




Pengaruh Pelaksaan Self 
Assessment System dan 
Pemeriksaan Pajak 
terhadap Tingkat 
Kepatuhan  Wajib 
PajakBadan pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama 
Kota Padang 
Pelaksanaan Self Assessment 
System berpengaruh 
signifikan positif terhadap 
tingkat kepatuhan wajibpajak 
dan pemeriksaan pajak 
berpengaruh signifikan positif 
terhadap tingkat kepatuhan 





Pengaruh Kinerja Account 
Representatif, Self 
Assessment System, dan 
Pemeriksaan Pajak 
Terhadap Tingkat 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Kinerja Account 
Representative, self 
assessment system, dan 
pemeriksaan pajak 
berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. Serta 
secara simultan berpengaruh 










Wajib Pajak Orang 
Pribadi dengan Pelayanan 
Fiskus Sebagai Variabel 
Moderating di KPP 
Jakarta Kembangan 
Sosialisasi perpajakan dan 
pemahaman perpajakan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi namun 
pelayanan fiskus tidak 
memperkuat pengaruh 
sosialisassi dan pemahaman 
perpajakan terhadap 










Fiskus, dan Tingkat 
Pemahaman Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi.  
Terdapat pengaruh yang 
signifikan dan positif 
pengaruh sanksi perpajakan, 
Kesadaran perpajakan, 
pelayanan fiskus, dan dan 
pemahaman terhadap 





Pajak, Pelayanan Fiskus, 
Ksadaran wajib Pajak, 





Sanksi Pajak dan 
Pengawasan Oleh Account 
Representative Terhadap 
Tingkat Kepatuhan 
Formal Wajib Pajak. 
dan pengawasan oleh Account 
Representative berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 








Sistem Self Assessment, 
Sosialisasi Sistem 
Perpajakan, dan Pelayanan 
Kantor Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak di 
kabupaten Tulungagung 
Tahun 2014 
Kemudahan sistem self 
assessment, sosialisasi sistem 
perpajakan, dan pelayanan 
kantor pajak berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak.   
 
F. Tujuan  Penelitian 
Adapun tujuan penelitian, yaitu: 
1. Untuk mengethui kinerja account representative berpengaruh positif dan 
signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak. 
2. Untuk mengetahui selft assessment system berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
3. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
4. Untuk mengetahui pelayanan fiskus memoderasi pegaruh kinerja account 
representative dengan kepatuhan wajib pajak. 
5. Untuk mengetahui pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara selft 
assessment system dengan kepatuhan wajib pajak. 
6. Untuk mengetahui pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara sanksi pajak 





G. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini antara lain: 
1. Manfaat Teoretis 
Menurut Rosalina (2010) berdasarkan perspektif normative maka seharusnya 
teori kepatuhan dapat diterapkan dibidang akuntansi. Kepatuhan berasal dari kata 
patuh, yang menurut kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, 
taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, 
ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan. Seseorang individu cenderung 
mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma 
internal mereka. 
2. Manfaat Praktis 
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada karyawan 
Kantor Pelayanan Pajak Makassar agar lebih meningkatkan kinerja Account 
Representative-nya sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelayanan wajib pajak 
serta meningkatkan penerimaan pajak. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP 
Pratama Makassar Utara, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 
bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran kepatuhan Wajib Pajak sehingga 
dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan 
terhadap Wajib Pajak. Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini 








A. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 
Menurut Rosalina (2010) berdasarkan perspektif normative maka seharusnya 
teori kepatuhan ini dapat diterapkan dibidang akuntansi. Kepatuhan berasal dari kata 
patuh, yang menurut kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, 
taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, 
ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan. Seseorang individu cenderung 
mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma 
internal mereka. 
Teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh pada peraturan yang 
berlaku. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah 
Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan pelayanan yang baik kepada wajib 
pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak 
secara benar dan tepat waktu. Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama 
diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu 
SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena 
dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah 





Kepatuhan didalam kepatuhan pajak merupakan perilaku yang ditunjukkan 
oleh wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan tunduk dan patuh dalam 
menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perundang-undangan yang 
berlaku. Wajib pajak haruslah memberikan informasi yang diperlukan, terlebih 
dahulu dengan melakukan perhitungan pajak terutang, pelaporan pajak yang telah 
dihitung dengan benar dan pembayaran pajak tepat pada waktunya tanpa adanya 
tindakan pemaksaan oleh aparat pajak (Riyanto, 2012 dalam Estiningsih dan Purba, 
2014). 
Dengan demikian teori kepatuhan dapat diterapkan pada Kantor Pelayanan 
Pajak, yang dimana para wajib pajak harus patuh dalam membayar pajaknya. 
Sehingga para wajib pajak tersebut tidak akan dikenakan sanksi yang dapat 
merugikan dirinya sendiri. Kepatuhan membayar pajak juga dapat meningkatkan 
pendapatan atau menambah kas negara dalam hal pembangunan negara dalam 
menyejahterakan masyarakat. 
B. Teori Atribusi (Attribution Theory) 
Teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) dalam 
Mindarti dkk (2016) yang beragumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh 
kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 
seseorang seperti kemampuan atau usaha yang dilakukannya. Kekuatan eksternal 
yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang, seperti kesulitan dalam 





tentang perilaku seseorang. Apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal 
misalnya sifat, karakter dan sikap atau disebabkan oleh faktor eksternal situasi atau 
keadaan tertentu yang memaksa seseorang melakukan perbuatan yang kurang baik. 
Dengan demikian atribusi diartikan sebagai suatu proses bagaimana seseorang 
mencari kejelasan sebab-sebab dari perilaku orang lain atau dari dalam dirinya 
sendiri. 
Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tentang 
peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi 
persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan wajib pajak 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Purnaditya dan Rohman, 2015). 
Masyarakat yang paham tentang perpajakan berarti wajib pajak mau membayar pajak 
karena merasa tidak adanya kerugian dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan 
tida.k terdapat paksaan. Namun, pemahaman terhadap perpajakan seringkali diartikan 
salah oleh masyarakat, karena masyarakat merasa terbebani dengan adanya 
pengeluaran tambahan dalam hal membayar pajak 
Penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memayar pajak. Ketidakpatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh faktor internal maupun 
faktor eksternal. Berdasarkan hal tersebut, peneliti beranggapan bahwa kinerja 
account representative, self assessment system, dan sanksi pajak merupakan faktor-






1. Definisi Pajak 
Ada beberapa pengertian dari pajak yang dikemukakan oleh para ahli 
dibidang perpajakan. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) “pajak adalah 
iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 
Beaulie dalam Judisseno (2005:13) menyatakan bahwa “Pajak adalah 
kontribusi langsung maupun tidak langsung yang pelaksanaannya dapat dipaksakan 
oleh kekuasaan publik baik terhadap masyarakat maupun atas barang untuk 
pembiayaan belanja negara”. Feldmann dalam Judisseno (2005:13) menyatakan 
bahwa “Pajak adalah utang, prestasi kepada pemerintah yang dapat dipaksakan 
berdasarkan norma-norma umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan yang digunakan 
untuk menutupi pengeluaran pemerintah”. 
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 
sebagai berikut:  
1. Iuran dari rakyat kepada negara. 
2. Berdasarkann undang-undang. 






4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
2. Fungsi Pajak 
Ada beberapa fungsi pajak, yaitu: 
a. Fungsi anggaran (budgetair) 
Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus  dikeluarkan pemerintah 
dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang 
dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak dibelokkan 
untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang. Fungsi budgetair merupakan fungsi 
utama pajak, yaitu suatu fungsi fiskal masukkan dana secara optimal ke kas negara 
berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. 
b. Fungsi mengatur (regulerend) 
Fungsi regulerend disebut juga sebagai fungsi mengatur, yaitu pajak 
merupakan alat kebijakan pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping 
usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak juga sebagai usaha 
pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah 
susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. 
c. Fungsi stabilitas 
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 





dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran 
uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 
d. Fungsi redistribusi pendapatan 
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 
semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga 
dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat. 
3. Jenis Pajak 
Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat 
atauwajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek 
pajak serta subjek pajak (Mardiasmo, 2013:5). 
a. Jenis Pajak Berdasarkan Golongan 
Berdasarkan golongannya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak 
tidak langsung dan pajak langsung. 
1) Pajak Langsung (direct Tax) 
Pajak langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak 
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: pajak 
penghasilan. 
2) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) 
Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 





b. Menurut sifat 
1) Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan padasubjeknya, 
dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak 
penghasilan. 
2) Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 
tanpamemperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak 
pertambahannilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 
c. Menurut pemungut dan pengelolaannya 
1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak 
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan 
bangunan, dan bea materai. 
2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
dandigunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah 
terdiriatas. 
a. Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajakbahan bakar 
kendaraan bermotor. 








d. Asas Pemungutan Pajak  
Pemungutan pajak merupakan bentuk kewajiban dari warga negara sebagai 
wajib pajak, serta menjadi bukti adanya peran aktif dari masyarakat dalam membantu 
pembiayaan negara, yang pelaksanaannya ditujukan bagi kesejahteraan bangsa dan 
negara serta diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah (Waluyo, 2008 
dalam Rachdianti dkk, 2016). Banyak pendapat yang mengemukakan tentang asas-
asas perpajakan, salah satunya adalah the four maxims yang dikemukan oleh Adam 
Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang 
dikenal dengan namaThe Four Maxims dalam bukunya Wealth of Nations. Asas 
pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): 
pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan 
kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak 
diskriminatif terhadap wajib pajak.  
b. Asas Certainty (asas kepastian hukum) : semua pungutan pajak harus 
berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi 
hukum.  
c. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau 
asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pakak 
(saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima 





d. Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak 
diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak 
lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 
e. Wajib Pajak  
 
Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara 
Perpajakan dalam Kaunang (2016), menyatakan Wajib Pajak adalah orang pribadi 
atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dibagi menjadi 2, antrara lain: 
a. Wajib Pajak Orang Pribadi 
Adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan 
tidak kena pajka. 
b. Wajib Pajak Badan 
Adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki 
Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban 
yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. 
D. Kepatuhan Wajib Pajak  
Menurut Murti dkk (2014) perpajkan kita dapat memberikan pengertian 
bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta 
melaksanakan ketentuan perpajakan.Sedangkan menurut Gustina (2012) kepatuhan 





suka menuruti perintah, taat kepada perintah dan aturan, berdisiplin. Sedangkan 
kepatuhan adalah sifat patuh, ketaatan, tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. 
Jadi kepatuhan adalah sebuah sikap taat dan patuh yang berasal dari dalam diri wajib 
pajak guna menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wajib pajak. 
Tingkat kepatuhan wajib pajak memegang peran penting dalam realisasi 
penerimaan pajak. Sebagaimana firman Allah SWT dalm Al-Qur’an Surat At-
Taubah/9: 29: 
 َم َّسَح اَه َنٌُه ِّسَُحي َلَ ًَ  ِسِخَٰٓ ألۡٱ ِم ٌأ َي
ألِٱب َلَ ًَ  ِ َّللَِّٱب َنٌُنِه أُؤي َلَ َنيِرَّلٱ ْاٌُلِت
 َق
 ْاٌُط أُعي  ىَّتَح َب  َتِك ألٱ ْاٌُتًُأ َنيِرَّلٱ َنِه ِّقَح
ألٱ َنيِد َنٌُنيَِدي َلَ ًَ  ۥُُولٌُسَز ًَ  ُ َّللَّٱ
 ًَ  َٖدي نَع َةَي أزِج ألٱ َنًُسِغ  َص أنُى٩٥ 
 
Terjemahnya: 
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) 
kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan 
oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar 
(agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, 
sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan 
tunduk. 
 
Dalam ayat di atas telah mengatakan, bahwa pajak dipungut sebagai wujud 
kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh untuk 
mengimpun dana bagi pemerintah dalam melakukan pembangnan dan untuk 
kesejahteraan masyarakat sendiri,  
Menurut Sapriadi (2013) ada dua jenis kepatuhan yaitu: 
1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban 





2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif 
atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai 
dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga 
meliputi kepatuhan formal.  
Menurut keputusan menteri keuangan nomor 544/KMK.04/2000, kriteria 
wajib pajak patuh adalah: 
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun 
terakhir. 
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali untuk telah 
memiliki surat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang 
perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap 
wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada pemeriksaan yang 
terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. 
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya dua tahun terakhir diaudit dengan akuntan 
publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan 
pengecualian selama tidak memengaruhi laba rugi fiscal. 
Kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang harusnya ditangani oleh 
pemerintah dengan serius karena kepatuhan pajak adalah indikator keberhasilan dari 





penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan 
untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak. 
Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan 
tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya 
tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat 
memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. 
E. Account Representative 
Pengertian Account Representative berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 68/PMK.01/2008 adalah petugas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) yang telah melaksanakan Sistem Administrasi Modern. Account 
Representative (AR) berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban 
perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib 
Pajak (WP). Setiap Account Representative (AR) mempunyai beberapa Wajib Pajak 
(WP) yang harus diawasi. Penugasan pelayanan oleh Account Representative (AR) 
dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga meningkatkan profesionalisme dan 
meningkatkan produktivitas kerja karena pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus. 
Account Representative adalah penghubung antara KPP dan wajib pajak yang 
bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan 
profesional. Mereka dilatih untuk memberikan respon yang efektif atas pertanyaan 





Representative juga bertanggung jawab agar wajib pajak juga mendapatkan haknya 
secara transparan, Account Representative memeiliki pemahaman tentang bisnis serta 
kebutuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan kewajiban perpajakannya. Untuk 
itu Account Representative secara berkala mendapatkan pelatihan dan pendidikan dari 
berbagai narasumber Account Representative dikembangkan untuk melayani secara 
prima wajib pajak dengan memenuhi kebutuhan akan fasilitas yang diharapkan dan 
memberikan kenyamanan kepada wajib pajak (Denziana, 2015). 
Berdasarkan ulasan dan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi 
Account Representative yang berhubungan langsung dengan wajib pajak secara garis 
besar mencakup edukasi, pendampingan, dan pengawasan.  
Fungsi Account Representative 
1. Edukasi 
Pendidikan juga merupakan sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku 
seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 
pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik (Pusat Bahasa 
Departemen Pendidikan Nasional. 2002: 263). Edukasi pajak menurut Surat Edaran 
Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-94/PJ/2010 adalah upaya aktif yang dilakukan 
Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan 






Pendampingan mengacu pada hubungan diantara dua subjek yaitu orang yang 
mendampingi dan orang yang didampingi. Proses pendampingan yang dilakukan oleh 
Account Representative adalah melalui konsultasi teknis. Konsultasi teknis adalah 
konsultasi mengenai hal-hal yang bersifat teknis di bidang perpajakan. Seperti tata 
cara penghitungan pajak terutang dan pengisian SPT. Sebenarnya, proses konsultasi 
teknis hamper sama dengan kegiatan penyuluhan, hanya saja konsultasi teknis 
dilakukan secara pribadi dari wajib pajak ke Account Representative yang 
bertanggung jawab terhadap wajib pajak tersebut. Konsultasi teknis dapat dilakukan 
melalui konsultasi langsung dan konsultasi melalui telepon. 
3. Pengawasan  
Pengawasan merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan 
menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan 
apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Fungsi pengawasan yang 
dilakukan Account Representative yaitu mengawasi tindakan wajib pajak dalam hal 
pemenuhan kewajiban perpajakannya apakah sesuai dengan Undang-Undang 
dan/atau peraturan yang berlaku. Melalui cara mengawasi dan mengingatkan wajib 
pajak akan besarnya pajak terutang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan 
merupakan bentuk pengamatan dan perhatian Account Representative terhadap wajib 
pajak. Fungsi pengawasan ini sangat penting karena wajib pajak akan terus dimonitor 






F. Selft Assessment System 
Menurut Suyati, (2013) sistem self assessment diterapkan karena perpajakan 
yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial 
ekonomi masyarakat Indonesia. Sistem self assessment memberikan kepercayaan 
sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 
terutang, sehingga sistem self assessment juga memberikan perhatian yang lebih 
besar terhadap jaminan dan hukum mengenai hak dan kewajiban masyarakat wajib 
pajak, adanya self assessment system diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. 
Inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada 
di tangan wajib pajak. Aparat wajib pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan 
pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa 
sistem self assessment adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan 
kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak 
perpajakannya (Ardiansyah, 2017). 
Sistem Self Assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, 
maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan yang diberikan tidak 
disalahgunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan 
pajak setiap wajib pajak menjadi berkurang. Dalam prinsip Self Assesment System, 
penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui 





Dalam hal ini dikenal 5 M, yakni mendaftarkan diri di KPP (kantor Pelayanan 
Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan atau 
memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke 
Bank/Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada DJP (Direktur 
Jenderal Pajak) melalui SSP (Surat Setoran Pajak) PPh Pasal 25, serta terutama 
menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui SPT (Surat Pemberitahuan) 
dengan baik dan benar (Nurmantu, 2005). 
Pelaksanaan sistem self assessment system ini memerlukan persyaratan yang 
harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan 
ini (Suandy, 2008:95), yaitu: 
1. Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciousnessi)  
Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya 
melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, 
membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. 
2. Kejujuran Wajib Pajak 
Kejujuran wajib pajak artinya wajib pajak melakukan kewajibannya dengan 
sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam 
sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk 
mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah 
pajak yang terutangnya. 





Tax Mindedness artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan 
kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan 
keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya. 
4. Kedisplinan Wajib Pajak (Tax Discipline) 
Kedisplinan wajib pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban 
perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku. 
G. Sanksi Pajak 
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang 
yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu 
bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa 
yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-
undang tidak dilangggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah 
agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2012). Selama ini ada 
persepsi dalam masyarakat bahwa sanksi perpajakan akan dikenakan hanya bila tidak 
membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat 
masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi 





Pernyataan mengenai sanksi pajak pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 
2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Husnurrosyidah 
(2016), menyatakan bahwa terdapat 2 macam sanksi, yaitu: 
a. Sanksi administrasi, yang terdiri dari: 
1) Sanksi administrasi berupa denda 
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam 
undang-undang perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan 
sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka 
perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini 
akan ditambah dengan sanksi pidana. 
2) Sanksi administrasi berupa bunga 
Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak 
menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu 
dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai 
dengan saat diterima dibayarkan. 
3) Sanksi administrasi berupa kenaikan 
Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini 
karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa 
menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung 






b. Sanksi pidana, yang terdiri dari: 
1) Pidana kurungan 
Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena 
kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah satu tahun, pekerjaan 
yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit 
danlebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan 
menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan 
tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas 
kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda. 
2) Pidana Penjara 
Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tidak pidana yang dilakukan dengan 
sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang 
dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, 
terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan 
penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas 
kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak 
dapat menjadi pengganti hukuman denda. 
Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dan 
Burton (2010) dalam Arum (2012:23) terdapat empat hal yang diharapkan atau 





1. Dituntut kepatuhan (compliance) wajib pajak dalam membayar pajak yang 
dilaksanakan dengan kesadaran penuh. 
2. Dituntut tanggung jawab (responsibility) wajib pajak dalam menyampaikan 
atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 undang-
undang Nomor 6/1983. 
3. Dituntut kejujuran (honesty) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan 
sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
4. Memberikan sanksi (law enforcement) yang lebih berat kepada wajib pajak 
yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.  
Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk 
menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan 
sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak 
dilakukan.  
H. Pelayanan Fiskus 
Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus ataumenyiapkan segala 
kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas 
pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajakdalam 
membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang 
yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). Pelayanan fiskus adalah 





kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 
ditetapkan (Murti, 2014).  
U paya fiskus dalam peningkatan penerimaan pajak adalah untuk 
mengoptimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak 
yang telah tercatat atau terdaftar dalam administtrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan 
ekstensifikasi (Christover, 2016). Kegiatan yang dilakukanpetugas pajak dengan 
menyapa masyarakat agar menyampaikan SPTtepat waktu, termasuk penyuluhan 
secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut 
untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus yang dilakukan kepada 
masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, 
diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil. 
Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar 
menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui 
berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan 
penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, 
menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa 
berhasil. 
Ilyas dan Burton (2010) menjelaskan bahwa meskipun kampanye dan 
penyuluhan perpajakan telah dilaksanakan Ditjen Pajak, cara yang dirasa paling baik 
untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami 





NPWP adalah melalui pelayanan. Masih dalam Ilyas dan Burton (2010), dijelaskan 
bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh 
wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai 
kontraprestasi yang langsung. Jika dalam dunia perdagangan ada ungkapan “Pembeli 
adalah Raja”, maka ungkapan “Wajib Pajak adalah Raja” juga perlu 
dimasyarakatkan, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.  
Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya 
dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak 
dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan 
adalah:  
1. Kewajiban untuk membina wajib pajak  
2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar  
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak  
4. Kewajiban melaksanakan Putusan 
Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan, 
antara lain:  
1. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan  
2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak 
3. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan  





6. Hak melakukan penyidikan  
7. Hak melakukan pencegahan  
8. Hak melaukan penyanderaan 
I. Kerangka Pikir 
Ada beberapa hal yang dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak, seperti account representative, self assessment system serta sanksi pajak. 
Dengan demikian, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban 
kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama 
melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan 
nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya 
merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut 
berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional (Anggraini, 2014). 
Dalam sistem modernisasi perpajakan, pengelompokan potensi pajak berdasar 
keunggulan fiskus di wilayah wajib pajak atau mapping dan pembuatan profil wajib 
pajak merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
modern, dimana dalam pembuatan profil tersebut dibutuhkan  Account Representative 
yang dituntut untuk lebih dekat, lebih mengenal, dan lebih mengetahui akan kondisi 
wajib pajaknya, sehingga kegiatan intensifikasi perpajakan dalam rangka 
meningkatkan penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik. Account Representative 





Pengawasan yang intensif diperlukan dalam menopang self assessment system yang 
diterapkan di Indonesia sejak tahun 1984 (Irawan, 2013). 
Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam 
Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sehingga diperlukan 
pelayanan fiskus yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan pajak, serta untuk 
mengurangi terjadinya pelanggaran perpajakan. Upaya fiskus dalam peningkatan 
penerimaan pajak adalah untuk mengoptimalisasi penggalian penerimaan pajak 
terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam 
administtrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi (Christover, 2016). 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono  
(2012:13):”Data kuantitatif merupakan suatu karakteristik dari suatu variable yang 
nilai-nilainya dinyatakan dalam bentuk numerical”.   
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Kantot Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Makassar Utara yang beralamat di Gedung Keuangan Negara 1, Jl. Urip Sumoharjo 
KM. 4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232, 
Indonesia.  
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penellitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Penelitian 
asosiatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan 
dua varabel atau lebih (Sugiyono, 2013: 339). Bentuk hubungan penelitian asosiatif 
yang digunakan pada penelitian ini yaitu hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2016: 
37) hubungan kausal adalah hubungan variabel independen dan dependen yang 







C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data 
primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden. 
Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
diberikan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan. 
D. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
 Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 
di KPP Pratama Makasaar Utara dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
terdaftar per 31 Maret 2017 adalah sebanyak 142.713. Untuk mengefisienkan waktu 
dan biaya,  maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi obyek dalam penelitian 
ini. Sehingga dilakukan teknik pengambilan sampel.  
2. Sampel  
Teknik pegambilan sampel dalam penelitian ini adalah  Purposive sampling 
yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu karakteristik 
yang akan dijadikan sampel (Sugiyono, 2013: 158). Sampel dalam penelitian ini 
adalah Wajib Pajak yang berada di KPP Pratama Makassar Utara dengan ketentuan 
bahwa responden yang bersangkutan minimal telah menjadi Wajib pajak selama satu 
tahun.  
Berdasarkan penjelasan purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat 





dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.  
Perhitungan penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan Rumus Slovin 
dengan error balance 10%. Sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 100 
responden. Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya di KPP Pratama Makassar 




     
 
Keterangan: 
  = jumlah sampel 
N = jumlah populasi 
e = batas toleransi kesalahan (error tolerance) 
E. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan survey method, dimana data 
yang digunakan untuk penelitian diperoleh dengan pendistribusian kuesioner kepada 
responden secara langsung. Dalam penelitian ini, data diambil dari anggapan 
responden atas pernyataan yang ada di dalam kuesioner dan setiap responden diminta 
pendapatnya mengenai pernyataan-pernyataan yang ada. Setelah kuesioner selesai 
diisi oleh responden, kuesioner tersebut dikumpulkan kemudian diuji kebenarannya 






F. Instrumen Penelitian 
Penelitian ini menggunakan instrument pengumpulan data yang digunakan 
yaitu kuesioner atau angket dengan menggunakan skala sikap model likert yang 
dimodifikasi dari likert 1-5.Skala likert adalah skala yang digunakan dalam kuesioner 
untuk mengukur sikap, pendapat seseorang atau sekelompok orang berdasarkan 
fenomenasosisal (Sugiyono, 2016: 93). Likert scale (skalalikert) merupakan skala 
interval yang secara spesifik menggunakan lima pilihan yaitu rincian 1 (Sangat Tidak 
Setuju/STS), 2 (Tidak Setuju/TS), 3 (Ragu-Ragu/Netral), 4 (Setuju/S) dan 5 (Sangat 
Setuju/SS). 
Tabel 3.1 skor skala likert 
No Sikap Responden Skor 
1 Sangat tidak setuju 1 
2 Tidak setuju 2 
3 Ragu-ragu/Netral 3 
4 Setuju 4 
5 Sangat Setuju 5 
 
 Skala likert digunakan agar responden yang dimana adalah Wajib Pajak bisa 
menentukan sikap yang lebih spesifik dalam menjawab kuesioner tersebut. 
G. Metode Analisis Data 
Analisis data yang digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah 
dinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-aturanyang ada 
sesuai pendekatan penelitian. Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi 





untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul. Metode 
analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan 
uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program IBM SPSS 21 for windows. 
1. Statistik Deskriptif 
a. Pengukuran variabel 
Pengukuran variabel menggunakan analisis deskriptif. Statistik deskriptif 
umumnya digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel 
penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang di-gunakan dalam 
analisis deskriptif tergantung pada tipe skala construct yang digunakan dalam 
penelitian. Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala 
likert 5 poin dan cara penentuan rentang skala dengan rumus sebagai berikut: 
  
     
 
 
Keterangan : C  = Perkiraan besarnya kelas 
  K  = Banyaknya kelas 
    = Nilai observasi terbesar 
  X1= Nilai observasi terkecil 
b. Analisis Data Deskriptif 
Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambar mengenai 





tersebut antara lain: jenis klamin, usia, tingkat pendidikan, lama menjadi wajib pajak 
dan data mengenai deskripsi dari setiap pernyataan kuesioner. 
2. Uji Kualitas Data 
Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat 
bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian 
tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 
data tidak memiliki tingkat keandalan (Reliabily) dan tingkat keabsahan (Validity) 
yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan 
keabsahannya. 
a. Uji Validitas  
Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 
pengukuran. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang 
digunakan sebagai instrumen penelitian sehingga dapat dikatakan instrumen tersebut 
valid. Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut: 
1) Jika r hitung positif dan r hitung > r table maka butir pernyataan tersebut 
adalah valid. 
2) Jika r hitung negative dan r hitung < r table maka butir pernyataan tersebut 
tidak valid. 
b. Uji Reliabilitas 
Pengujian ini dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 





jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 
(Ghozali, 2013:47). Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah oneshot atau 
pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekalidan kemudian hasilnya 
dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban 
pernyataan. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach 
Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 
0.60. 
3. Uji Asumsi Klasik 
Sebelum menggunakan teknik analisis Regresi Linear Berganda untuk uji 
hipotesis, maka terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik 
dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis 
regresi linear berganda terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji 
normalitas data secara statistik, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 
a. Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. 
Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual  adalah dengan melihat 
grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 
mendekati distribusi normal. Kemudian untuk menguji normalitas digunakan metode 
pengujian yaitu normal probability plot. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi 





menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal ataugrafik 
histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresime menuhi 
asumsi normalitas, sebaliknya jika data meyebar jauh dari diagonal ataugrafik 
histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 
memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013:163). 
Cara lain adalah dengan uji statistik one-simple kolmogorov-smirnov. Dasar 
pengambilan keputusan dari one- simple kolmogorov-smirnov adalah: 
1) Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di atas tingkat signifikansi 
0,05menujukkanpola distribusi normal, maka model regresi tersebut 
memenuhi asumsi normalitas. 
2) Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di bawah tingkat signifikansi 0,05 
tidak menujukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak 
memenuhi asumsi normalitas. 
b. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali 
2013:105). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 
tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 
antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara mengetahui ada 





tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). 
1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 
terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut. 
2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan 
multikolonieritas pada penelitian tersebut. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidak samaan variance dari residual  satu pengamatan kepengamatan yang 
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap,  maka 
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 
2013:139). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk melihat adanya problem heteroskedastisitas 
adalah dengan melihat grafik  Plot antara nilai prediksi variable terikat (ZPRED) 
dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 
dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 
SRESID dan ZPRED. Cara menganalisisnya adalah sebagai berikut: 
1) Jika terdapat polatertentu, sepertititik - titik yang ada membentuk pola tertentu 
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), Maka 
mengindikasikan telah heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, sertatitik-titik menyebar di atas dan di bawah 





4. Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
dilakukan dengan meggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi 
digunakan untuk memprediksi pengaruh lebihdari satuvariabel bebas terhadapsatu 
variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan.  
a. Uji Regresi Linear Berganda 
Persamaan Regresi Berganda adalah sebagai berikut: 
Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e  
Keterangan :  
Y  =   Kepatuhan Wajib Pajak 
α   =  Konstanta  
X1=  kinerja Account Representative 
X2=  Self Assessment System 
X3=  Sanksi Pajak 
β 1-β 3 =  Koefisien regresi berganda 
 e        =  error term 
b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak (Absolute 
Difference Value) 
Frucot dan Shearon dalam (Ghozali 2013) mengajukan model regresi yang 
agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisi 





interaksi ini lebih disukai oleh karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan 
dengan kombinasi antara X1 dan X2 dan berpengaruh terhadap Y. Langkahuji nilai 
selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan regresi 
sebagai berikut: 
Y  = α + β1ZX1 +  β2ZX2 + β3ZX3 + β4ZM + β5|ZX1-ZM| + β6|ZX2–ZM| 
++ β7|ZX3–ZM| + e 
Keterangan:  
Y  = Kepatuhan Wajib Pajak 
ZX1  = Standardize Kinerja Account Representative 
ZX2   = Standardize Self Assessment System 
ZX3  = Standardize Sanksi pajak 
ZM   = Standardize Pelayanan Fiskus 
|ZX1–ZM|= Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut              
   perbedaan antara ZX1 dan ZM 
|ZX2–ZM|   = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut                       
perbedaan antara ZX2 dan ZM 
|ZX3–ZM|   = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut                          
perbedaan antara ZX3 dan ZM 
α= Kostanta 
β= Koefisien Regresi 





Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang 
memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut 
(Ghozali, 2013:214): 
Tabel 3.2 
Kriteria penentuan Variabel Moderating 
No Tipe Moderasi Koefisien 
1 Pure Moderasi b2 Tidak Signfikan 
b3 Signifikan 
2 Quasi Moderasi b2 Signfikan 
b3 Signifikan 
3 Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) b2 Tidak Signfikan 
b3  Tidak Signifikan 
4 Prediktor b2 Signfikan 
b3 Tidak Signifikan 
Keterangan: 
 b2 :   variabel pelayanan Fiskus 
 b3 : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (Kinerja Account 
Representative, Self Assessment System, Sanksi Pajak) dengan variabel 
pelayanan fiskus. 
Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji regresi 
secara parsial (t-test): 
1) Analisis Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R
2 
bernilai besar 





yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R
2 
bernilai 
kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat 
terbatas (Ghozali, 2013:97). 
2) Uji Regresi Secara Simultan (Uji statistik F) 
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas  
secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Menentukan kriteria uji hipotesis 
dapat diukur dengan syarat: 
a. Membandingkan F hitung dengan F tabel  
(1) Jika F hitung > F tabel maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen 
secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
(2) Jika F hitung < F tabel maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen 
secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara 
signifikan. 
b. Melihat Probabilities Values 
Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05: 
(1) Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak 
(2) Jika probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima 
3) Uji Regresi Secara Parsial (Uji statistik t) 
Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan 
pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t 





variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen 
terhadap variabel dependen secara individu terhadap variabel dependen. Penetapan 
untuk mengetahui hipotesis diterima atauditolak ada dua cara yang dapat dipilih 
yaitu: 
a. Membandingkan t hitung dengan t tabel  
(1) Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh 
signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel 
dependen. 
(2) Jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak.  Artinya tidak ada pengaruh 
signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel 
dependen. 
b. Melihat Probabilities Values 
Berdasarkan nilai probabilitas dengan α = 0,05: 
(1) Jika probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak. 




 BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Objek Penelitan 
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 
Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Prataman Makassar Utara. KPP Pratama Makassar Utara merupakan 
salah satu KPP Pratama yang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah DJP 
Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar di enam kecamatan 
yang mencakup 63 kelurahan di kota Makassar. Jumlah Wajib Pajak terdaftar saat ini 
mencapai 130 ribu Wajib Pajak. Sektor perekonomian yang dominan adalah 
perdagangan dan industri mengingat di Makassar terdapat pelabuhan dan kawasan 
industri. 
Secara bertahap sejak tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak telah mengalami 
modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada 
fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak modern juga merupakan 
penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Konvensonal dan Kantor Pemeriksaan 
dan Penyidikan Pajak. Pada tahun 2002 tersebut, dientuk 2 KPP WP Besar atau LTO 
(Large Tax Office). Pada tahun 2003 dientuk 10 KPP khusus meliputi KPP BUMN, 
perusahaan PMA, WP badan dan orang asing, dan perusahaan masuk bursa. 
Kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula KPP Madya atau MTO (Medium Tax 






atau STO (Small Tax Office). KPP Pratama baru dibentuk pada tahun 2006 sampai 
denga  2008.  
KPP Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang panjang 
seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994, di 
Makassar hanya terdapat satu kantor pajak di kota Makassar yaitu Kantor Pelayanan 
Pajak Ujung Pandang yang berada di bawah Kantor Wilayah XII Sulawesi Selatan 
dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian Kota Makassar yang sangat 
tinggi, maka pada tahun 2001 KPP Ujung Pandang dipecah menjadi KPP Makassar 
Utara dan KPP Makassar Selatan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
443/KMK.01/2001. KPP Makassar Utara ini yang kemudian bertransformasi menjadi 
KPP Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 
PMK-67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Direktor Jenderal Pajak. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi dan 
modernisasi perpajakan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.  
Semangat reformasi dan modernisasi ini yang kemudian membawa KPP 
Pratama Makassar Utara senantiasa memberikan kontribusi positif bagi penerimaan 
negara serta terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak 






berbagai prestasi termasuk menjadi Kantor Pelayanan Pajak Percontohan di 
lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. 
2. Jajaran Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara  
Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Utara adalah sebagai berikut:  
a. Kepala KPP Pratama Makassar Utara (Syamsinar) 
b. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal (Dahlan Solong) 
c. Seksi Pelayanan (Zenal Haq) 
d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Sutrisno) 
e. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan (Amir M) 
f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 (Abdul Samad) 
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2 (Surdiyono) 
h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3 (Aden Setiawan) 
i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 ( Agus Widodo) 
j. Seksi Penagihan (Rasidi) 
k. Seksi Pemeriksaan (Andarias Sallo) 
l. Seksi Pemeriksaan Pajak Muda (Bayu Asmara Widyanto) 
m. Pemeriksaan Pajak Madya (Mochammad Faisol)  
3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 
Visi KPP Pratama Makassar Utara yaitu menjadi institusi pemerintah yang 






administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan 
integritas dan profesionalisme yang tinggi. 
Misi KPP Pratama Makassar Utara yaitu menghimpun penerimaan pajak 
Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan 
kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistem 
administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.  
4. Pelayanan Janji, Motto dan Maklumat Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Utara 
a. Janji Pelayanan 
1) Tanggap, trampil, dan bertanggung jawab dalam bekerja. 
2) Senantiasa memberikan pelayanan terbaik, ramah, sopan, epat dan tepat 
kepada masyarakat wajib pajak. 
3) Memenuhi layanan unggul Direktorat Jenderal Pajak. 
b. Motto Pelayanan: Melayani dengan CERMAT (cepat, efisien, ramah, mudah, 
aktif, tepat). 
c. Maklumat Pelayanan: Dengan ini kami menyatakan sanggup 
menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan 
dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai 








5. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 
Sesuai dengan PMK-206.02/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama bertugas 
“melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang 
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 
Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Untuk melaksanakan 
tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, 
penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta 
penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan; 
b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 
c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 
pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 
d. Penyuluhan perpajakan; 
e. Pelayanan perpajakan; 
f. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak; 
g. Pelaksanaan ekstensifikasi; 
h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 
i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak; 






k. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 
l. Pembetulan ketetapan pajak; 
m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan 






6. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 

















Sumber: Profil KPP Pratama Makassar Utara 
 
 
Kapala KPP Pratama 







































7. Pembagian Tugas 
 
a. Kepala Kantor 
Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPBB, 
dan Karipka, maka Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas 
mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib 
pajak di bidang pajak penghasilan, pajak tidak langsung lainnya dan pajak bumi dan 
bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Sub. Bagian Umum 
Sub Bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, 
kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. 
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Seksi PDI) 
Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan, urusan, 
pengolahan data dan informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi 
perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak. 
d. Seksi Pelayanan 
Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan 
produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 
penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, 







e. Seksi Pemeriksaan 
Melakukan evaluasi terhadap kebenaran dan kelengkapan formal spt, 
melakukan analisa angka-angka yang tersaji pada spt dan laporan keuangan, melacak 
angka-angka yang tersaji pada spt dan laporan keuangan ke bukti pendukung, 
melakukan pengujian kaitan yang dalam hal ini meliputi pengujian atas dokumen 
dasar dan pengujian atas jumlah-jumlah fisik, pengujian atas mutasi setelah tanggal 
neraca, pemanfaatan informasi pihak ketiga, melakukan pengujian fisik, melakukan 
inspeksi, rekonsiliasi / equlisasi, melakukan konfirmasi. 
f. Seksi Ekstensifikasi 
Seksi ekstensifikasi perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan 
potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan 
pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. 
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV masing-masing 
mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan 
wajib pajak, bimbingan/ himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis 
perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, 
melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, 
usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan pajak bumi dan bangunan 







h. Seksi Penagihan 
Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, 
usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen 
penagihan. 
i. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap kelompok 
tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala 
kantor wilayah dan kepala KPP Pratama yang bersangkutan. Adapun jumlah jabatan 
fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan 
jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. 
B. Gambaran Umum Responden 
1. Karakteristik Responden 
Responden dalam penelitan ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dengan jumlah Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang terdaftar per 31 Maret 2017 adalah sebanyak 142.713. 
Penelitian Penelitian ini di lakukan di Kantor Pelanan Pajak Pratama Makassar Utara, 
yang beralamat di Gedung Keuangan Negara 1, Jl. Urip Sumoharjo KM. 4, Karuwisi 
Utara, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232, Indonesia. Penelitian 






Kuesioner yang dibagikan berjumlah 107 dengan perincian sebagai berikut:  
Tabel 4.1 
Data Distribusi Kuesioner 
No Keterangan Jumlah Kuesioner Persentase 
1 Kuesioner yang disebarkan 107 107 % 
2 Kuesioner yang tidak kembali 2 5 % 
3 Kuesioner yang tidak lengkap 5 2% 
4 Kuesioner yang kembali 100 93 
 Kuesioner yang dapat diolah 34 93% 
n sampel = 100 
Responden Rate = (100/107) x 100% = 93% 
Data Primer yang Diolah (2018) 
 Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 107 butir 
dan jumlah kuesioner yang kebali dan dapat diolah adalah sebanyak 100 butir. 
Terdapat 2 kuesioner yang tidak kembali dan 5 kuesioner yang tidak lengkap 
sehingga kuesioner tersebut tidak dapat diolah. Tingkat pengembalian yang diperoleh 
adalah 93% sedangkan sisanya 2% tidak kembali dan 5% tidak lengkap dari total 
yang disebarkan. Dari 2 kuesioner yang tidak kembali disebabkan karena wajib pajak 
yang membawa pulang kuesioner tersebut namun tidak dikembalikan dan 5 kuesioner 
yang tidak lengkap disebabkan karena kuesioner tidak diisi secara keseluruhan 
sehingga dinyatakan tidak lengkap dan tidak layak untuk diolah. 
 Terdapat 4 karakteristik responden yang dimasukkan dalampenelitin ini, yaitu 
jeniskelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lama menjadi wajib pajak. Karakteristik 








a. Jenis Kelamin 
Berikut ini disajikan deskripsi data responden berdasarkan jenis kelamin. 
Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah  Persentase 
1 Laki-laki 62 62% 
2 Perempuan 38 38% 
Jumlah  100 100% 
Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
 Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilhat bahwa jumlah responden didominasi  oleh 
jenis kelamin laka-laki sebanyak 62 responden (62%) , sedangkan untuk sisanya 
berjenis kelamin perempuan sebanyak 38 responden (38%).  
b. Usia 
Berikut ini disajikan data responden berdasarkan umur.  
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
No Umur Jumlah  Persentase 
1 20-30 Tahun  34 34% 
2 31-40 Tahun 39 39% 
3 41-50 Tahun 21 21% 
4 >50 Tahun 6 6% 
Jumlah 100 100% 
 Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden dalam penelitiia ini 
yang berumur 20-30 tahun yaitu sebanyak 34 responden (34%), umur 31-40 
berjumlah 39 responden (39%), selanjutnya umur 41-50 tahun berjumlah 21 






c. Tingkat Pendidikan 
Berikut ini disajikan deskripsi data responden berdasarkan tinkat pendidiikan.  
Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumal  Persentase 
1 SMA / Sederajat 0 0% 
2 D3 10 10% 
3 S1 64 64% 
4 S2 23 23% 
5 Lainnya 3 3% 
Jumlah 100 100% 
Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
Hasil olah data responden dapat dilihat pada tabel 4.4 diatas yang 
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang paling banyak pada S1 
sebanyak 64 responden (64%), jumlah responden yang telah menempuh pendidikan 
SMA/Sederajat 0 responden (0%), jumlah responden yang menempuh pendidikan D3 
sebanyak 10 responden (10%), yang menempuh tingakt pendidikan S2 sebanyak 23 
responden (23%), dan yang terakhir lainnya sebanyak 3 responden (3%). 
d. Lama Menjadi Wajib Pajak 
Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak  
No Lama Menjadi Wajib Pajak Jumlah  Persentase 
1 1-5 Tahun  59 59% 
2 6-10 Tahun 30 30% 
3 11-15 Tahun 10 10% 
4 >15 Tahun 1 1% 
Jumlah 100 100% 






Lama menjadi Wajib pajak yang paling banyak berada pada 1-5 tahun yaitu 
sebanyak 59 respnden (59%). Lama menjadi Wajib Pajak 6-10 tahun sebanyak 30 
responden (30%), lama menjadi Wajib Pajak 11-15 tahun sebanyak 10 responden 
(10%), dan yang paling sedikit yaitu lama menjadi Wajib Pajak >15 tahun yaitu 1 
responden (1%).  
2. Analisis Statistik Deskriptif 
a. Analisis Deskriptif Variabel 
Berikut ini disajikan tabel yang berisi hasil statistik deskriptif dari variabel 
Kinerja Account Representatif, Self Assessment System, Sanksi Pajak, Kepatuhan 
Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus diolah menggunakan program SPSS 21 for 
Windows. 
Tabel 4.6 
Statistik Deskriptif Variabel 
Descriptive Statistics 
 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Account Representative 100 24,00 35,00 31,5000 2,55248 
Self Assessment 
Syvatstem 
100 14,00 25,00 21,4100 2,88183 
Sanksi Pajak 100 12,00 20,00 17,5000 2,21337 
Kepatuhan Wajib Pajak 100 24,00 35,00 31,2700 2,62796 
Pelayanan Fiskus 100 23,00 35,00 30,8000 2,92326 
Valid N (listwise) 100 
    
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
 
Berdasarkan tabel 4.6 diatas hasil analisis dengan menggunakan statistik 
deskriptif terhadap variabel Account Representative menunjukkan nilai minimum 






rata (mean) yaitu 31,5000 dengan standar devisi sebesar 2,55248. Variabel Self 
Assessment System menunjukkan nilai minimum sebesar 14,00, sedangkan nilai 
maksimum sebesar 25,00, sehingga mean (rata-rata) sebesar 21,4100 dengan standar 
desvisi sebesar 2,88183. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik 
deskriptif terhadap variabel Sanksi Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 12,00,  
nilai maksimum sebesar 20,00, nilai mean (rata-rata) sebesar 17,5000, dengan standar 
devisi sebesar 2,21337. Untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai 
minimum sebesar 24,00, nilai maksimum sebesar 35,00, nilai mean (rata-rata) sebesar 
31,2700, dan standar devisi sebesar 2,62796. Sementara variabel Pelayanan fiskus 
menunjukkan nilai minimum sebesar 23,00, nilai maksimum sebesar 35,00, nilai 
mean (rata-rata) sebesar 30,8000, dengan standar devisi sebesar 2,92326. 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai mean (rata-rata) 
tertinggi berada pada variabel Account Representative sebesar 31,5000 sedangkan 
yang terendah yaitu variabel Sanksi pajak sebesar 17,5000. Selanjutnya untuk standar 
devisi tertinggi berada pada variabel Pelayanan Fiskus yaitu sebesar 2,92326 dan 
yang terendah adalah variabel Sanksi Pajak sebesar 2,21337.  
b. Analisis Deskriptif Pernyataan 
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah kinerja account 
representative, self assessment system, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan 
pelayanan fiskus. Distribusi frekuensi atas jawaban responden dari hasil tabulasi skor 






   
     
 
     
Hasil perhitungan rentang skala menunjukkan nilai 0,8 dengan demikian 
retang skala 0,8 tersebut dapat dijelaskan nilai numeriknya sebagai berikut: 
Tabel 4.7 













1 ≤ X < 1,80 SR SR SR SR SR 
1,81 ≤ X < 2,60 R R R R R 
2,61 ≤ X < 3,40 S S S S S 
3,41 ≤ X < 4,20 T T T T T 
4,21 ≤ X < 5 ST ST ST ST ST 
 
Keterangan: SR  : Sangat Rendah S  : sedang ST  : Sangat Tinggi 
         R     : Rendah  T  : Tinggi 
1) Analisis Deskriptif Variabel Kinerja Account Representative (X1) 
Analisis deskripsi terhadap variabel Kinerja Account Representative terdiri 
dari 7 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai 
Kinerja Account Representative. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat 
dilihat hasilnya sebagai berikut: 
Tabel 4.8 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kinerja Account Representative 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean Ket 
STS TS R S SS 
AR1   3 47 50 447 4,47 ST 
AR2  1 3 43 53 448 4,48 ST 
AR3   3 38 59 456 4,56 ST 






AR5   5 41 54 449 4,49 ST 
AR6  1 9 31 59 448 4,48 ST 
AR7   2 42 56 454 4,54 ST 
Rata-Rata Keseluruhan 4,50 ST 
Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
 Tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 orang responden yang diteliti, 
secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada kinerja Account 
Representative (X1) berada pada daerah tinggi dengan skor 4,50. Hal ini berarti 
bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap kinerja Account 
Representative. Pada indkator ketiga dengan rata-rata 4,56 untuk kinerja Account 
Representative, wajib pajak menganggap bahwa Account Representative telah 
melaksanakan tugasnya dengan baik yang selalu memberikan informasi tentang 
ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara.  
2) Analisis Deskriptif Variabel Self Assessment System (X2) 
Analisis deskripsi terhadap variabel self assessment system terdiri dari 5 item 
pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai self assessment 
system. Nilai rata-rata hasil pernyataan-pernyataan dilihat hasilnya sebagai berikut:  
Tabel 4.9 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Self Assessment System 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean Ket 
STS TS R S SS 
SAS1   17 38 45 428 4,28 ST 
SAS2  2 18 35 45 423 4,23 ST 
SAS3   15 37 48 433 4,33 ST 
SAS4   12 45 43 431 4,31 ST 
SAS5  3 12 41 44 426 4,26 ST 
Rata-Rata Keseluruhan 4,28 ST 






 Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 100 orang responden yang diteliti, secara 
umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada self assessment system 
(X2) berada pada daerah tinggi dengan skor 4,28. Hal ini berarti bahwa responden 
memberikan persepsi yang cukup baik terhadap self assessment system. Pada variabel 
self assessment system, terlihat , nilai indeks tertinggi sebesar 4,33 terdapat pada item 
ke-3, dimana wajib pajak melakukan pembayaran sendiri dan tepat waktu. 
3) Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X3) 
Analisis deskripsi terhadap variabel sanksi pajak dari 4 item pernyataan akan 
dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai sanksi pajak. Nilai rata-rata hasil 
pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut: 
Tabel 4.10 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sanksi Pajak 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean Ket 
STS TS R S SS 
SP1  1 14 38 47 431 4,31 ST 
SP2  3 10 36 51 435 4,35 ST 
SP3  1 9 33 57 446 4,46 ST 
SP4   14 34 52 438 4,38 ST 
Rata-Rata Keseluruhan 4,38 ST 
Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
 Pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 100 orang responden yang diteliti, 
secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada sanksi pajak 
(X3) berada pada daerah tinggi dengan skor 4,38. Hal ini berarti bahwa responden 
memberikan persepsi yang cukup baik terhadap sanksi pajak. Pada variabel sanksi 






menyatakan bahwa sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya 
pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. 
4) Analisis Deskriptif Variabel Pelayanan Fiskus (M) 
Analisis deskripsi terhadap variabel pelayanan fiskus dari 7 item pernyataan 
akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai pelayanan fiskus. Nilai 
rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut: 
Tabel 4.11 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pelayanan Fiskus 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean Ket 
STS TS R S SS 
PF1   6 45 49 443 4,43 ST 
PF2   13 41 46 433 4,33 ST 
PF3   8 44 48 440 4,40 ST 
PF4   4 48 48 444 4,44 ST 
PF5   7 38 55 448 4,48 ST 
PF6  1 8 50 41 431 4,31 ST 
PF7  1 9 38 52 441 4,41 ST 
Rata-Rata Keseluruhan 4,40 ST 
Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
 Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 100 orang responden yang diteliti, 
secara umum persepsi responden tehadap item-item pernyataan pada Pelayanan 
Fiskus (M) berada pada daerah tinggi dengan skor 4,40. Hal ini berarti bahwa 
responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap pelayanan fiskus. Pada 
variabel pelayanan fiskus, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,48 terdapat 
pada item ke-5. Dengan demikian berarti bahwa petugas pajak selalu memperhatikan 







5) Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Analisis deskripsi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 7 item 
pernyataan akan diilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai kepatuhan 
wajib pajak. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai 
berikut: 
Tabel 4.12 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean Ket 
STS TS R S SS 
KWP1   3 38 59 456 4,56 ST 
KWP2  1 4 43 52 446 4,46 ST 
KWP3   4 40 56 452 4,52 ST 
KWP4   7 35 58 451 4,51 ST 
KWP5   8 42 50 442 4,42 ST 
KWP6   11 45 44 433 4,33 ST 
KWP7   7 39 54 447 4,47 ST 
Rata-Rata Keseluruhan 4,47 ST 
Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
 Berdasarkan tabel 4.12 diatas, diketahui bahwa dari 100 responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berada pada daerah tinggi dengan skor 4,47. Hal ini 
berarti bahwa responden memberikan jawaban yang cukup baik terhadap kepatuhan 
wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi 
sebesar 4,56 terdapat pada item pernyataan pertama yang menyatakan bahwa wajib 








C. Hasil Uji Kualitas Data 
Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat 
bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Tujuan dari uji 
kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang 
dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument 
penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas.  
1. Uji Validitas 
Uji validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan 
dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner dikatakan 
valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur 
dengan kuesioner tersebut.  Untuk mengukur item pernyataan valid dengan melihat 
nilai Corrected Item Total Corelation. Apabila pernyataan mempunyai rhitung > rtabel 
maka butir kuesioner tersebut valid. Apabila pernyataan mempunyai  rhitung ≤ rtabel 
maka butir kuesioner tersebut tidak valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel 
(n)= 100 responden dan besarnya df dapat dihitung 100-2= 98 dengan df= 98 dan 
alpa= 0,05 didapat rtabel = 0,1654. Jadi, item pernyataan yang valid mempunyai rhitung 
lebih besar dari 0,1654. Adapaun hasil uji validitas dapat dilihat dalam table 4.13 
berikut ini: 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Validitas 
No Variabel Item  r-hitung r-tabel Keterangan  
 1 Account Representative 
(X1) 
AR1 0,577 0,1654 Valid 
AR2 0,628 0.1654 Valid 






AR4 0,721 0.1654 Valid 
AR5 0,616 0.1654 Valid 
AR6 0,540 0.1654 Valid 
AR7 0,535 0.1654 Valid 
 2 Self Assessment System 
(X2) 
SAS1 0,770 0.1654 Valid 
SAS2 0,807 0.1654 Valid 
SAS3 0,780 0.1654 Valid 
SAS4 0,799 0.1654 Valid 
SAS5 0,697 0.1654 Valid 
3 Sanksi Pajak (X3) SP1 0,747 0.1654 Valid 
SP2 0,801 0.1654 Valid 
SP3 0,734 0.1654 Valid 
SP4 0,708 0.1654 Valid 
4 Pelayanan Fiskus (M) PF1 0,675 0.1654 Valid 
PF2 0,687 0.1654 Valid 
PF3 0,658 0.1654 Valid 
PF4 0,625 0.1654 Valid 
PF5 0,626 0.1654 Valid 
PF6 0,638 0.1654 Valid 
PF7 0,635 0.1654 Valid 





KWP1 0,628 0.1654 Valid 
KWP2 0,617 0.1654 Valid 
KWP3 0,559 0.1654 Valid 
KWP4 0,724 0.1654 Valid 
KWP5 0,624 0.1654 Valid 
KWP6 0,525 0.1654 Valid 
KWP7 0,584 0.1654 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah (Output SPSS 21)2018. 
Dari tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki 
nilai koefisian korelasi positif dan lebih besar daripada r-tabel. Hal ini berarti bahwa 
data yang diperoleh telah valid dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut. 
2. Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas adalh uji yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner 






reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 
atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan 
metode Cronbach Alpha (a). Suatu konstruk dinyatakan reliable jika memiliki 
cronbach alpha > 0,60.  
Tabel 4.14 







1 Account Representatie  0,707 0,60 Reliabel 
2 Self Assessment System 0,826 0,60 Reliabel 
3 Sanksi Pajak 0,738 0,60 Reliabel 
4 Pelayanan Fiskus 0,770 0,60 Reliabel 
5 Kepatuhan Wajib Pajak 0,715 0,60 Reliabel 
Sumber: Data primer yang diolah (Output SPSS 21), 2018 
Hasil uji realibilitas tersebut menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari 
semua variabel lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap 
variabel pernyataan dalam penelitian ini dapat dinyatakan telah reliabel atau handal 
sebagai alat ukur variabel.  
D. Hasil Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang 
diperlukan dalam analisis regresi linear berganda terpenuhi. Pengujian semua uji 
asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 21. 
1. Uji Normalitas 
Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, 






Sampel penelitian ini diuji dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui 
apakah sampel merupakan jenis distribusi normal. Jika angka signifikan Kolmogorov-
Smirnov Sig > 0,05 maka menunjukan bahwa data berdistribusi normal. Sebaliknya 
jika angka signifikansi Kolmogorov-Smirnov Sig <0,05 maka mennjukkan bahwa 
data tidak berdistribusi normal. Pengujian normalitas data juga dapat dilakukan 
dengan menggunakan grafik yaitu histogram.  
Tabel 4.15 
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test 








Std. Deviation 1,68041637 




Kolmogorov-Smirnov Z ,612 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,848 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
       Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil pengujian normalitas yang 
dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan 






terdistribusi normal. Dikatakan data distribusi normal apabila hasil uji One- Sample 
Kolmogrov diatas tingkat kepercayaan 5%.  
Selanjutnya faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat apakah data 
terdistribusi dengan normal yaitu dengan cara melihat grafik histogram dan grafik 
normal plot. 
Gambar 4.2 
Hasil Uji Normalitas-Grafik Histogram 
 
 Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Gambar 4.3 
Hasil Uji Normalitas-Normal Probability Plot 
 






 Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena 
bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Gambar 4.3 
menunjukkan bahwa adanya titik-titik (data) yang tersebar di sekitar garis diagonal 
dan penyebaran titik-titik tersebut mengkuti arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa 
model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas berdasarkan 
analisis grafik histogram dan grafik normal probability plot. 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara 
variabel independent (bebas) dan variabel dependent (terkait) dalam suatu model 
regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
independent. Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari Tolerance Value atau 
Variance Inflation Factor ( VIF ), sebagai berikut: 
a. Jika nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 
terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut. 
b. Jika nilai tolerance < 0.10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa  
terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut. 
Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan melihat nilai 
Variance Inflation Factor ( VIF ) dengan menggunakan program SPSS 21 for 






















Self Assessment System ,418 2,391 
Sanksi Pajak ,565 1,771 
Pelayanan Fiskus ,897 1,115 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
      Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.16 diatas, menunjukkan hasil 
multikolinieritas karena nilai Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing 
variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10, yaitu pada 
variabel Account Representative nilai VIF yaitu 2,268 dengan tolerance 0,441. VIF 
pada variabel Self Assessment System yaitu, 2,391 dengan tolerance 0,418, dan VIF 
untuk variabel Sanksi Pajak 1,771 dengan tolerance 0,565. Selanjutnya untuk VIF 
variabel Pelayanan Fiskus yaitu 1,115 dengan tolerance 0,897. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel 








3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Selanjutnya untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 
melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Apabila tidak terdapat 
pola yang teratur, maka model regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. 
Hasil pengujian heteroskedastisitas.dengan metode scatter plot diperoleh sebagai 
berikut: 
Gambar 4.4 
Hasil Uji Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot 
 
  Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 4.4 grafik scatterplot antara 
menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar 
baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat 






model regresi layak digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak 
berdasarkan kinerja Account Representative, Self Assessment System, sanksi pajak, 
dan pelayanan fisskus. 
Untuk menguji heteroskedastisitas ini juga dapat dilakukan dengan uji Park. 
Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, 
sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.  
Tabel 4.17 










B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 7,181 3,622  1,983 ,050 
Account 
Representative 
-,096 ,137 -,106 -,703 ,484 
Self Assessment 
System 
-,021 ,124 -,026 -,167 ,868 
Sanksi Pajak -,083 ,139 -,079 -,592 ,555 
Pelayanan Fiskus -,078 ,084 -,099 -,934 ,352 
a. Dependent Variable: LnRes 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
 
Hasil Uji Park pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa probabilitas untuk 
semua variabel independen tingkat signifikansinya lebih besar dari 5%. Sehingga 









E. Hasil Uji Hipotesis 
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2 dan H3  
menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen 
(Kinerja Account Representative, self Assessment System, dan sanksi pajak) terhadap 
variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), sedangkan untuk menguji hipotesis H4, 
H5 dan H6, menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan absolut residual atau 
uji nilai selisih mutlak. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS 
versi  21.  
1. Hasil Uji Regresi Linear  Berganda Hipotesis Penelitian H1, H2 dan H3   
Pengujian hipotesis H1, H2 dan H3 dilakukan dengan uji regresi linear berganda 
pengaruh kinerja account representative, self assessment system, dan sanksi pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Tabel 4.18 








 ,520 ,505 1,84837 
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Account Representative, Self Assessment System 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk megetahui 
seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dari 
tabel 4.18 diatas diketahui bahwa nilai R
2






berarti bahwa 50,5%  yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi 
oleh variabel account representative, self assessment system, dan sanksi pajak. 
Sisanya sebesar (100% - 50,5% = 49,5% ) dipengaruhi oleh variabel lain yang belum 
diteliti dalam  penelitiian ini. 
Tabel 4.19 




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 355,727 3 118,576 34,707 ,000
b
 
Residual 327,983 96 3,416 
  
Total 683,710 99 
   
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Account Representative, Self Assessment System 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
 
Berdasarkan tabel 4.19 diatas menunjukkan pengaruh kinerja account 
representative, self assessment system, dan sanksi pajak mempunyai nilai F-hitung 
sebesar 34,707 dengan tingkat signifikan 0,000. Tingkat signiifikansi lebih kecil dari 
5% (α=0,05) dan nilai F-hitung 34,707 lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 2,70 
(df1=4-1=3 dan df2=100-4=96). Artinya H1, H2 dan  H3 diterima maka dapat 
disimpulkan bahwa kinerja account representative, self assessment system, dan sanksi 
















B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 11,186 2,367  4,726 ,000 
Account 
Representative 
,273 ,109 ,265 2,492 ,014 
Self Assessment 
System 
,220 ,100 ,241 2,210 ,029 
Sanksi Pajak ,388 ,108 ,326 3,594 ,001 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
 
Uji t atau test of significance digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh 
satu variabel independen secara individu terhadap variabel  dependen, dengan kriteria 
berdasarkan nilai signifikan < 5% (α=0,05) maka variabel independen mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya, jika nilai 
signifikan > 5% (α=0,05) maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang 
signifkan terhadap variabel dependen. 
Berdasarkan tabel 4.20 dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai 
berikut: 
Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e  
Y = 11,186 + 0,273X1 + 0,220X2 + 0,388X3 + e 
Keterangan:  
Y = Kepatuhan wajib Pajak 






X2 = Self Assessment System 
X3 = Sanksi Pajak 
α = Konstanta  
β 1-β 3 = Koefisien Regresi 
e = error term 
Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: 
a. Nilai konstanta (a) sebesar 11,186 memiliki arti bahwa jika variabel independen 
(Account Representative, Self Assessment System, dan sanksi pajak) dinyatakan 
konstan pada angka nol, maka kepatuhan wajib pajak akan terjadi sebesar 11,186.   
b. Koefisien regresi variabel Account Representative (X1) sebesar 0,273 
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Account 
Representative akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,273.  
c. Koefisien regresi variabel Self Assessment System (X2) sebesar 0,220 
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel metode 
penghitungan akan meningkatkan kepatuhann wajib pajak sebesar 0,220. 
d. Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak (X3) sebesar 0,388 mengindikasikan 
bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel modernisasi sanksi pajak akan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,388.  
Hasil nterpretasi atas hpotesis penelitian (H1, H2, dan H3) yang diajukan dapat 






a. Kinerja Account Representative berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak (H1) 
Berdasarkan tabel 4.20 diatas dapat dilihat bahwa varaiabel Kinerja Account 
Representative memiliki t-hitung sebesar 2,492 > sementara t tabel dengan sig. α = 
0,05 dan df = n-k, yaitu 100-4=96, t tabel 1,661 dan tingkat signifikansi 0,014 yang 
lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Dengan demikian kinerja account 
representative bepengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal 
ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kinerja account representative maka tingkat 
kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat pada KPP Pratama Makassar 
Utara. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan kinerja account representative 
berpengaruh psitif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 
b. Self Assessment System berpengaruh positf dan signifikan terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak (H2) 
Berdasarkan tabel 4.20 variabel Self Assessment System memiliki t-hitung 
sebesar 2,210 > t-tabel 1,661 dan tingkat signifikansi 0,029 yang lebih kecil dari 0,05. 
Dengan demikian Self Assessment System berpengaruh positif signifikan terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis tersebut diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin baik Self Assessment System dalam pembayaran pajak 
maka semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar 
Utara, begitupun sebaliknya. Maka H2 dalam penelitian ini yaitu Self Assessment 






c. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak 
(H3) 
Berdasarkan tabel 4.20, dapat dilihat bahwa variabel sanksi pajak memiliki t-
hitung  sebesar 3,594 > t-tabel 1,661 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 < 
0,05. Hal ini berarti sanksi pajak berpengaruh positif dan signfikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak terbukti. Dengan demikian menunjukkan bahwa semakin 
tinggi sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Maka H3 yang 
menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak diterima.  
2. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Penekatan Nilai Selisih Mutlak Terhadap 
Hipotesis Penelitian H4, H5 dan H6 
Langkah uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan 
dengan persamaan regresi sebagai berikut: 
Y  = α + β1ZX1 +  β2ZX2 + β3ZX3 + β4ZM + β5|ZX1-ZM| + β6|ZX2–ZM| 
++ β7|ZX3–ZM| + e 
Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang 
memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut 
(Ghozali, 2013:214): 
Tabel 4.21 
Kriteria Penentuan Variabel Moderating 
No Tipe Moderasi Koefisien 







2 Quasi Moderasi b2 Signfikan 
b3 Signifikan 
3 Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) b2 Tidak Signfikan 
b3  Tidak Signifikan 
4 Prediktor b2 Signfikan 
b3 Tidak Signifikan 
 
Keterangan: 
 b2 :   variabel pelayanan Fiskus 
 b3 : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (Kinerja Account 
Representative, Self Assessment System, Sanksi Pajak) dengan variabel 
pelayanan fiskus. 
Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel pelayanan fiskus atas 
pengaruh kinerja account representative, self assessment system, dan sanksi pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Regresi dengan Interaksi Menggunakan Uji Nilai Selisih Mutlak 
Tabel 4.25 






B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 30,282 ,294  102,891 ,000 
Zscore:  Account 
Representative 
,862 ,248 ,328 3,480 ,001 
Zscore:  Self Assessment 
System 
,734 ,265 ,279 2,774 ,007 
Zscore:  Sanksi Pajak ,546 ,233 ,208 2,344 ,021 
Zscore:  Pelayanan Fiskus ,940 ,176 ,358 5,346 ,000 
X1_M ,088 ,296 ,027 ,299 ,765 
X2_M ,705 ,321 ,216 2,196 ,031 
X3_M ,235 ,291 ,068 ,807 ,422 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 






Hasil interpretasi dari hipotesis penelitian (H4, H5, dan H6) yang diajukan 
dapat dilihat sebagai berikut: 
a. Pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara kinerja account representative 
dengan kepatuhan wajib pajak (H4) 
Diperoleh nilai signifikan uji t variabel pelayanan fiskus sebesar 0,000. Nilai 
tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel pelayanan 
fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi 
diperoleh nilai signifikansi interaksi kinerja Account Repesentative dan pelayanan 
fiskus sebesar 0,765 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. 
Karena koefsien b2 signifikan dan b3 tidak signifikan, maka penggunaan vriabel 
pelyanan fiskus termasuk dalam kategori prediktor yang artinya bahwa variabel 
pelayanan fiskus merupakan variabel independen dan tidak termasuk ke dalam 
variabel moderasi.  
Hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa 
variabel moderating X1_M memiliki t-hitung sebesar 0,299 < 1,662 df=n-k, yaitu 
100-8=92  t tabel sebesar 1,66159 dengan tingkat signifikan 0,765 > 5% (α=0,05). 
Nilai koefisien moderat antara variabel account representative dengan pelayanan 
fiskus 0,299. Koefisien regresi ini berarti pelayanan fiskus memperlemah hubungan 
account representative terhadap kepatuhan wajib pajak Hal ini berarti bahwa 
pelayanan fiskus bukan merupakan variabel moderasi yang memperkuat atau 






pajak. Jadi H4 yang menyatakan pelayanan fiskus daopat memoderasi hubungan 
antara account representative dengan kepatuhann wajib pajak ditolak. 
b. Pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara self assessment system dengan 
kepatuhan wajib pajak (H4) 
Diperoleh nilai signifikan uji t variabel pelayanan fiskus sebesar 0,000. Nilai  
tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel pelayanan 
fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi 
diperoleh nilai signifikansi interaksi self assessment system dan pelayanan fiskus 
sebesar 0,031 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Karena 
koefisien b2 signifikan dan b3 signifikan, maka penggunaan variabel pelayanan fiskus 
termasuk dalam kategori quasi moderasi yang artinya bahwa variabel pelayanan 
fiskus merupakan variabel yang mampu memoderasi hubungan antara variabel self 
assessment system terhadap kepaatuhan wajib pajak dan sekaligus menjadi variabel 
independen. 
Dari hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.22, menunjukkan 
hasil bahwa variabel moderating X2_M mempunyai t-hitung sebesar 2,196 > t tabel 
1,66159 dan tingkat signifikansi 0,031 < 5%(α=0,05). Hal ini berarti bahwa variabel 
pelayanan fiskus merupakan variabel yang memperkuat hubungan variabel self 
assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi H5 yang menyatakan bahwa 
pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara self assessment system dengan 






c. Pelayanan fiskus memoderasi hubungan antra sanksi pajak dengan kepatuhan 
wajib pajak (H6) 
Diperoleh nilai signifikan uji t variabel pelayanan fiskus sebesar 0,001. Nilai 
tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel pelayanan 
fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.  Selanjutnya pada tabel 4.22 menunjukkan 
bahwa regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikansi interaksi sanksi pajak 
dengan pelayanan fiskus sebesar 0,422 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut 
tidak berpengaruh. Karena koefsien b2 signifikan dan b3 tidak signifikan, maka 
penggunaan vriabel pelyanan fiskus termasuk dalam kategori prediktor yang artinya 
bahwa variabel pelayanan fiskus merupakan variabel independen dan tidak termasuk 
ke dalam variabel moderasi.  
Hasil uji nilai selisih mutlak variabel moderating X3_M memliki t-hitung 
0,807 < t tabel 1,66159 dengan tingkat signifikansi 0,422 > 0,05. Hal ini berarti 
bahwa variabel pelayanan fiskus bukan merupakan variabel moderasi yang 
memperkuat atau memperlemah hubungan variabel sanksi pajak dengan kepatuhan 
wajib pajak. Jadi H6 yang menyatakan pelayanan fiskus memoderasi hubungan antara 
sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak ditolak. 
1) Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Tabel 4.23 




Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,811
a






a. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore:  Self Assessment System, Zscore:  Pelayanan Fiskus, 
X1_M, Zscore:  Sanksi Pajak, Zscore:  Account Representative, X2_M 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan Hasil uji koefisien determinasi, nilai R
2
 (Adjusted R Square) 
sebesar 0,632. Hal ini berarti 63,2%  kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel 
X3_M, Zscore:  Self Assessment System, Zscore:  Pelayanan Fiskus, X1_M, Zscore:  
Sanksi Pajak, Zscore:  Account Representative, X2_M sedangkan sisanya sebesar 
36,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.  
2) Uji F – Uji Simultan 
Tabel 4.24 
Hasil Uji F – Uji Simultan 
ANOVA
a 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 449,719 7 64,246 25,260 ,000
b
 
Residual 233,991 92 2,543 
  
Total 683,710 99 
   
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore:  Self Assessment System, Zscore:  Pelayanan Fiskus, 
X1_M, Zscore:  Sanksi Pajak, Zscore:  Account Representative, X2_M 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Hasil Anova atau F Test menunjukkan bahwa nilai F-hitung  sebesar 25,260 
dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh dibawah 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel 
X3_M, Zscore:  Self Assessment System, Zscore:  Pelayanan Fiskus, X1_M, Zscore:  
Sanksi Pajak, Zscore:  Account Representative, X2_M secara bersama-sama atau 








1. Pengaruh Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa account representative 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis 
meunjukkan bawa koefisien regresi sebesar 0,273 dan nilai signifikansi sebesar 
0,014. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa account representative  
berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin baik kinerja 
account representative maka wajib pajak lebih termotivasi untuk membayar pajak 
sehingga akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP 
Pratama Makassar Utara yang artinya account representative di KPP Pratama 
Makassar Utara sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam membantu 
menyelesaikan permasalahan dan memberikan informasi mengenai perpajakan 
kepada wajib pajak yang ingin membayar pajak di KPP Pratama Makassar Utara, 
dengan demikian hipotesis pertama diterima.  
Account Representative merupakan petugas pajak yang melakukan tugas 
pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, melayani 
pemenuhan hak-hak Wajib Pajak, melayani Wajib Pajak dalam rangka konsultasi jika 
Wajib Pajak memerlukan informasi atau hal lain yang terkait hak dan kewajiban 
pemenuhan perpajakannya (Pandiangan: 27). Account Representative (AR) dituntut 
untuk selalu memberikan respon yang efektf dan professional serta cepat dalam 






menjadi tanggungjawab  Account Representative tersebut. Sesuai dengan tujuan 
reformasi administrasi perpajakan yaitu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, 
maka telah sangat jelas bahwa tujuan dari pembentukan Account Representative 
pemberian pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Denziana, 2015). 
Dengan adanya Account Representative maka penanganan atas berbagai aspek 
perpajakan akan menjadi lebih tanggap dan terawat. 
Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan dan bimbingan Account 
Representative juga menekankan pada kepatuhan formal Wajib Pajak yang 
menyangkut tanggal pelaporan dan kebenaran isi Surat Pemberitahuan (SPT) yang 
disetorkan Wajib Pajak (Farikha, 2016). Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan 
berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Peningkatan 
kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak dalam melakukan pelaporan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak secara benar dan 
tepat waktu. Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari 
apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan 
maupun SPT Masa. 
Sejalan dengan teori atribusi yang pertama kali dikembangkan oleh Fritz 
Heider (1958) dalam Mindarti dkk (2016) yang beragumentasi bahwa perilaku 
seseorang disebabkan oleh faktor eksternal yang dianggap sebagai akibat dari sebab-
sebab diluar diri individu, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku 






dari luar pribadi seseorag dalam melakukan perpajaknnya. Jika Account 
Representative melakukan tugas dan fungsinya dengan baik maka ini akan memberi 
pengaruh yang baik kepada wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib 
pajaknya.  
Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Penelitian yang 
dilakukan oleh Alfiansyah (2012) menyatakan bahwa kinerja Account Representative 
pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil 
penelitian tersebut didukung oleh penelitian Nuzula, dkk (2015) yang menuai hasil 
bahwa kualitas pelayanan dan kinerja Account Representative berpengaruh secara 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak, selanjutnya didikung oleh penelitian yang 
dilakukan Kiswara, dkk (2016) berpendapat bahwa peran Account Representative 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, selain itu pengawasan Account 
Representative juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Sari, 2016). 
Adanya kinerja Account Representative yang baik dapat menyebabkan wajib pajak 
lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya da akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. 
2. Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Self Assessment System 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa variabel Self Assessment System memiliki koefisien regresi yang 






0,029 lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti bahwa semakin baik dalam pelaksanaan 
Self Assessment System uang dilakukan oleh wajib pajak maka akan berdampak pada 
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya di KPP Pratama 
Makassar Utara, ini artinya bahwa dengan diberlakukannya Self Assessment System, 
maka wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara telah memahami tentang 
perhitungan dan memabayar sendiri perpajakannya dan wajib pajak telah jujur dalam 
membayar pajaknya yang dapat berdampak dalam meningkatkan penerimaan pajak di 
KPP Pratama Makassar Utara. Dengan demikian hipotesis tersebut diterima.  
Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak 
yang terutang. Ciri-cirinya:1). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 
pada Wajib Pajak sendiri. 2). Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3). Fiskus tidak ikut campur dan hanya 
mengawasi (satyawati, 2017) .  Salah satu bentuk pengawasan dalam Self Assessment 
System adalah pemeriksaan. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan 
serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga 
mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang 
berlaku (Nindar, dkk. 2014)..  
Sesuai dengan teori atribusi, penerapan Self Assessment System merupakan 
faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan 






official assesment system menjadi self assesment system. Judisseno (2004) dalam 
Devano dan rahayu (2006:81) mengatakan bahwa self assesment system diberlakukan 
untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna 
meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. 
Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar dalam mengetahui tata cara 
perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan 
pemenuhan perpajakan.  
Hasil penelitian ini konsistensi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Wahyuni, (2013) meneliti mengenai pengaruh kesadaran, penerapan self assessment 
system, dan pemeriksaan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi 
berkesimpulan bahwa penerapan self assesment system berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Didukung penelitian yang dilakukan 
Dharmawan (2015) juga menyimpulkan bahwa sistem self assessment berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan perpajakan. Selanjutnya Balfas (2012) mengemukakan 
bahwa arah hubungan positif antara self assesment system  dengan kepatuhan wajib 
pajak menunjukkan bahwa self assesment system yang baik cenderung diikuti dengan 
kepatuhan wajib pajak yang baik. Artinya semakin  baik pelaksanaan self assesment 
system yang dilakukan oleh wajib pajak, maka semakin baik pula tingkat kepatuhan 








3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh 
positif dan signfikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa signifikansi variabel sanksi pajak sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Variabel 
sanksi pajak memiliki koefesien regresi bernilai positif sebesar 0,388 menunjukkan 
bahwa sanksi pajak mempunyai arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan 
pengaruhnya signifkan. Artinya apabila sanksi pajak semakin tinggi maka semakin 
meningkat kepatuhan wajib pajaknya. Hal ini berarti sanksi pajak berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepatuhan wajb pajak di KPP Pratama Makassar Utara. 
Sanksi pajak yang diberlakukan dapat membuat wajib pajak tdak melanggar lagi 
tentang peraturan perpajakan di KPP Pratama Makassar Utara karena mereka 
menggap bahwa dengan melanggar peraturan perpajakan maka hanya merugikan 
mereka, dengan demikian hipotesis diterima. 
Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilangggar. 
Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi 
perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma 
perpajakan (Arum, 2012). Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan 
wajib pajak sehingga wajib pajak akan memilih untuk memenuhi peraturan yang 






Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakn merupakan penyebab eksternal 
yang mempengaruhi penilaian wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak 
dalam memenuhi semua kewajiban membayar pajaknya. Selanjutnya berdasarkan 
teori kepatuhan, wajib pajak dapat harus lebih patuh, tunduk dan taat pada aturan-
aturan yang berlaku dalam membayar pajak sehingga tdak dikenaksan sanksi 
pajaknya.  Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa 
sanksi akan lebih merugikannya. 
Sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ardyanto dan 
Utaminingsih (2014) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini didukung oleh Jotopurnomo 
dan Mangoting (2013), Indriyani dan Sukartha (2014), Muliani dan Setiawan (2010), 
dan Jatmiko (2006) yang menyatakan bahwa sanksi pajak yang diberikan secara tegas 
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena membuat wajib 
pajak merasa takut dikenakan sanksi tersebut. 
4. Pelayanan Fiskus Memoderasi Hubungan Antara Account Representative 
dengan  kepatuhan Wajib Pajak 
Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus 
memoderasi hubungan antara  account representative dengan kepatuhan wajib pajak. 
Pembuktian hipotesis tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel X2_M 






Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara pelayanan fiskus 
dengan account representative tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di 
KPP Pratama Makassar Utara atau memperlemah hubungan account representative 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 pelayanan 
fiskus bukan variabel moderasi hubungan antara account representative dengan 
kepatuhan wajib pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa H4 dalam penelitian ini ditolak. 
Justifikas yang mungkin dapat menjelaskan  tidak adanya moderasi atau 
interaksi anatara pelayanan fiskus dengan dengan kinerja account representative 
terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara karena account 
representative membutuhkan penyuluhan yang konsisten dengan frekwesi yang lebih 
sering dilakukan dalam waktu yang lama dan dilakukan oleh petugas pajak yang 
memiliki kompetensi yang tinggi dan berpengalaman. Account representative 
bertugas memberikan pengawasan kepatuhan perpajakan, melaksanakan bimbingan 
serta himbauan kepada wajib pajak. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan yang 
menyatakan bahwa teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh pada 
peraturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi adanya kecurangan dalam mebayar 
pajak bagi wajib pajak 
Penugasan oleh account representative dilakukan berdasarkan jenis usaha 
sehingga meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan produktifitas kerja karena 
pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus (Sitio, 2017). Dimana pada situasi ini wajib 






representative untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran 
pajak dan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak. 
5. Pelayanan Fiskus Memoderasi Hubungan Antara Self Assessment System 
dengan  Kepatuhan Wajib Pajak 
Hipotesis kelima (H5) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pelayanan 
fiskus memoderasi hubungan antara self assessment system dengan kepatuhan wajib 
pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien X2_M sebesar 2,196 dengan 
signifikansi sebesar 0,031 lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi yang bernilai positif 
ini berarti pelayanan fiskus memperkuat hubungan antara variabel self assessment 
system terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa pelayanan fiskus 
merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan self assessment system 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang diberikan di KPP Pratama Makassar 
Utara terhadap wajib pajak telah optimal serta kualitas pelayanan yang baik sehingga 
para wajib pajak lebih memahami tentang perpajaan dan lebih antusias lagi dalam 
membayar pajaknya yang akan meningkatkan penerimaan  pajak dan kepatuhan 
perpajakan di KPP Pratama Makassar Utara. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H5 
dalam penelitian ini diterima. 
Self assessment system ketika diperkuat dengan adanya pelayanan fiskus maka 
wajib pajak akan semakin baik dan memahami tentang perpajakan. Pelayanan fiskus 
merupakan cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala 






(Jatmiko, 2006 dalam Arum 2012). Langkah yang paling penting harus dilakukan 
pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan, 
yaitu memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan 
penerimaan negara. 
Self assessment system merupakan suatu systesm pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan (menghitung dan 
menetapkan) besarnya pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Tilaar, dkk. 2017). 
Self assessment system diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas kekuasaan yang 
diberikan kepada wajib pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam 
melaksanakan pajaknya.  Sejalan dengan penelitian Lasmaya (2017)  pengaruh self 
assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak sangatlah besar, karena apabila 
sistem ini dipergunakan dengan baik maka akan menghasilkan kepatuhan yang jujur 
dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Ini sesuai dengan teori Kepatuhan yang 
berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan. Seseorang 
individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten 
dengan norma-norma internal mereka. 
6. Pelayanan Fiskus Memoderasi Hubungan Antara Sanksi Pajak dengan 
Kepatuhan Wajib pajak 
Hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus memoderasi 






tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi X3_M sanksi pajak sebesar 0,422 lebih 
besar dari 0,05. Nilai koefisien moderat antara variabel sanksi pajak denga pelayanan 
fiskus sebesar 0,807. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara 
pelayanan fiskus dengan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak di KPP Pratama Makassar Utara atau pelayanan fiskus memperlemah hubungan 
antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa H5 dalam penelitian ini ditolak. 
Justifikasi yang mungki dapat menjelaskan tidak adanya interaksi atau 
moderasi antara pelayanan fiskus dengan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak adalah karena sanksi pajak diterapkan agar peraturan atau undang-undang 
perpajakan ditaati. Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila memandang 
sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Jadi semakin tinggi tingkat 
sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak patuh, maka akan dapat 
merugikan wajib pajak sehingga  mereka lebih memilih untuk taat daripada 
melanggar. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menekankan untuk lebih 
patuh dan taat terhadap undang-undang perpajakan. Dimana dalam hal ini wajib pajak 
tidak menuntut adanya pelayanan fiskus karena wajib pajak lebih fokus terhadap 
sanksi pajak yang dikenakan jika melanggar norma atau aturan yang berlaku 





BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini berttujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 
yaitu kinerja account representative, self assessment system dan sanksi pajak 
terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dengan di moderasi 
pelayanan fiskus. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 
dilakukan , maka dapat ditarik keimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja account representative 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti 
bahwa semakin baik kinerja account representative maka kepatuhan wajib pajak 
akan semakin baik. Maka H1 diterima. 
2. Berdassarkan hasil analisis menunjukkan bahwa self assessment system 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan 
demikian semakin baik metode self assessment system yang dilakukan oleh wajib 
pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Maka H2 diterma. 
3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif 
dan signifkan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin 
tinggi sanksi yang diberiikan kepada wajib pajak maka akan meningkatkan 






4. Hasil analisis regresi moderasi dengan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa 
pelayanan fiskus tidak memoderasi (tidak berpengaruh) account representative 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H4 ditolak. 
5. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak 
menunjukkan bahwa pelayanan fiskus dapat memoderasi self assessment system 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H5 diterima. 
6. Hasil analisis regresi moderasi dengan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa 
pelayanan fiskus tidak memoderasi (tidak berpengaruh) self assessment system 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H6 ditolak. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan 
atau keterbatasan, yaitu sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel account representative, self 
assessment system, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus dan hanya menggunakan 
sampel yaitu 100 wajib pajak yang ada di KPP Pratama Makassar Utara. 
2. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua wajib pajak seacara 
umum karena responden dalam penelitian ini hanya wajib pajak yang berada di 
Kantor Pajak Pratama Makassar Utara.  
C. Implikasi Penelitian 
Berdarkan analisis, pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan, maka 






1. Bagi pihak petugas pajak sebaiknya lebih mengoptimalkan perpajakan mengenai 
pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak dan memberikan pelayanan yang 
terbaiik bagi wajib pajak sehingga timbul kesadaran untuk patuh dan taat terhadap 
kewajiban perpajakannya. 
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lagin objek penelitian dan 
juga menmbah variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 
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LAMPIRAN 1 : KUESIONER PENELITIAN 
KUESIONER PENELITIAN 





 Nama saya Helmiyanti, Mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, saat ini saya sedang 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Account Representative, 
Self Assessment System, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi (Studi KPP Pratama 
Makassar Utara)” untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana 
Akuntansi (S1). 
 Dengan ini mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara(i) berkenan meluangkan waktu 
sejenak untuk mengisi daftar pertanyaan yang telah saya sediakan dibawah ini. 
Mohon kiranya diisi dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya tanpa dipengaruhi 
oleh siapapun, serta jawaban bersifat rahasia. Apapun jawaban Bapak/Ibu/Saudara(i) 
tidak ada yang salah dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja 
Bapak/Ibu/Saudara(i) pada saat penelitian, hal ini dikarenakan peneliti menjamin 
sepenuhnya kerahasiaan identitas seluruh jawaban Bapak/Ibu/Saudara(i) dan hanya 
dipergunakan untuk kepentingan akademik. 
 Mohon jangan sampai ada yang terlewatkan, peneliti mohon maaf apabila ada 
yang tidak berkenan atas hadirnya kuesioner ini, atas kesediaan dan perhatian serta 
kerjasamanya, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. 
           Peneliti, 






A. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama    : ………………………… (boleh tidak diisi) 
2. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
3. Status  : Belum Kawin  Kawin 
4. Usia   :  20-30 Tahun 41-50 Tahun  
    31-40 tahun  >50 Tahun 
5. Tingkat Pendidikan :  SMA/Sederajat S1 
    D3   S 
    Lainnya 
6. Lama menjadi Wajib Pajak :     
    1-5 Tahun  11-15 Tahun 
6-10 ahun   > 15 Tahun 
B. CARA PENGISIAN 
1. Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan 
jujur. 
2. Berillah tanda silang (X) untuk data responden dan tanda checklist (√) untuk 
kuesioner dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
3. Keterangan pengisian: 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tdak Setuju (TS) 






4 = Setuju (S) 
5 = Sangat Setuju (SS) 
1. Variabel Kinerja Account Representative (X1) 
Catatan: 
AR (Account Reepresentative) adalah penghubung antara Kantor Pelayanan Pajak 
dan Wajib Pajak yang bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi perpajakan 
secara efektif dan professional. 
 
 
2. Variabel Self Assessment system 
 
Catatan: 
Self Assessment System yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak 
untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
 
 
No Pernyataan Jawaban 
STS TS N S SS 
1. AR menjawab pertanyaan saya atas permasalahan perpajakan      
2.  AR membantu saya dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi 
masalah perpajakan 
     
3. AR selalu menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada 
saya 
     
4. AR menyelesaikan permohonan surat keterangan yang saya 
perlukan tepat waktu sesuai proseedur 
     
5. AR mampu meyakinkan saya agar melakukan pembayaran dan 
pelaporan pajak tepat waktu 
     
6. AR bersedia memberikan konsultasi kepaa saya meskipun diluar 
jam kantor tanpa pamrih 
     
7. AR bersedia melakukan kerja ekstra (lembur) dan pulang kerja 
belakangan untuk menyelesaikan tugas saya 
     







3. Variabel Sanksi Pajak 
 
 
4. Variabel Pelayanan Fiskus 
No Pernyataan Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Saya melakukan perhitungan sendiri      
2.  Saya melakukan perhitungan dengan benar      
3. Saya melakukan pembayaran pajak sendiri dan tepat waktu      
4. Saya melakukan pelaporan sendiri dan tepat waktu      
5. Saya mengisi formulir SPT dengan jelas, lengkap, dan benar      
Sumber : Ning Wahyuni (2013) 
No Pernyataan Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Sanksi pajak memotivasi kedisiplinan saya dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan 
     
2.  Pengenaan sanksi secara tegas menyebabkan saya tidak 
melakukan pelanggaran 
     
3. Sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya 
pelanggaran yang sudah dilakukan 
     
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 
     
Sumber : Nur Wachida Cintya Lestari (2016) 
No Pernyataan Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Petugas menguasai peraturan yang berhubungan dengan 
pelayanan perpajakan  
     
2.  Dalam memberikan pelayanan, petugas memperhatikan kecepatan 
proses pelayanan dan kesesuaian prosesdur 














3. Petugas tanggap terhadap masalah atau keluhan dari  wajib pajak      
4. Saya merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas 
pajak dapat membatu memahami hak dan kewajban perpajakan 
saya 
     
5. Petugas pajak selalu memperhatikan keberatan yang saya ajukan      
6. Petugas memberikan pelayanan perpajakan secara tuntas      
7. Cara membayar pajak adalah mudah/efisien      
Sumber : Sri Putri Tita Mutia (2008) 
No Pernyataan Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Saya menyediakan data-data yang lengkap ketika pemeriksaan 
pajak dilakukan  
     
2.  Saya mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas      
3. Saya menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar      
4. Saya membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya       
5. Saya tepat waktu dalam menyampaikan  surat pemberitahuan 
(SPT) 
     
6. Saya membayar sesuai dengan tarif yang dibebankan      
7. Saya tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak      










SELF ASSESSMENT SYSTEM 
JMLH 
AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 AR6 AR7 SAS1 SAS2 SAS3 SAS4 SAS5 
1 4 5 5 5 3 5 5 32 4 5 5 4 5 23 
2 5 5 5 5 5 5 5 35 4 5 5 4 5 23 
3 5 4 5 5 5 2 4 30 5 5 5 5 5 25 
4 4 4 4 5 5 5 4 31 5 4 5 4 4 22 
5 4 4 5 4 4 5 5 31 4 4 4 5 5 22 
6 5 5 4 5 5 3 4 31 4 4 3 4 4 19 
7 5 5 5 4 4 5 4 32 4 5 4 4 4 21 
8 5 4 5 5 5 4 5 33 4 5 5 4 5 23 
9 4 4 3 3 3 4 4 25 3 3 3 3 3 15 
10 5 5 4 4 5 5 5 33 5 4 5 5 5 24 
11 5 4 5 5 4 4 4 31 4 5 4 5 4 22 
12 4 5 5 5 5 5 5 34 5 4 5 5 5 24 
13 5 4 4 4 5 3 4 29 3 3 3 4 4 17 
14 5 5 4 5 4 5 4 32 4 4 4 5 5 22 
15 4 4 5 3 4 5 5 30 3 3 4 4 3 17 
16 5 5 5 5 5 4 4 33 4 5 4 5 5 23 
17 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 4 3 4 17 
18 5 4 5 5 5 5 5 34 4 5 5 4 5 23 
19 5 5 4 5 5 4 5 33 5 5 5 4 4 23 
20 4 4 4 3 4 4 4 27 3 2 3 3 3 14 
21 4 5 5 5 5 5 5 34 4 5 4 4 5 22 
22 4 4 4 4 4 4 5 29 4 4 4 4 3 19 
23 5 4 5 5 5 5 4 33 5 5 5 5 4 24 
24 5 5 4 5 5 5 5 34 5 4 5 5 5 24 
25 4 5 4 4 4 4 5 30 5 5 5 5 5 25 
26 4 5 5 4 5 5 4 32 4 2 3 4 3 16 
27 4 4 4 4 4 3 4 27 5 5 4 5 2 21 
28 5 4 5 3 5 5 4 31 5 5 4 4 5 23 
29 4 3 4 3 4 4 4 26 3 3 3 4 4 17 
30 4 4 5 5 5 5 5 33 4 5 5 4 4 22 
31 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25 
32 5 5 4 5 4 5 5 33 5 5 4 5 5 24 






34 4 4 5 5 5 5 4 32 5 3 5 5 4 22 
35 4 5 5 5 5 5 5 34 4 4 4 4 4 20 
36 5 5 5 5 4 4 4 32 5 5 5 5 5 25 
37 3 4 3 3 3 4 4 24 3 3 3 3 4 16 
38 4 4 4 5 5 4 4 30 4 4 4 4 4 20 
39 5 5 4 5 4 5 5 33 5 4 5 5 4 23 
40 3 4 5 4 5 4 4 29 4 4 4 4 4 20 
41 5 4 5 5 5 5 4 33 3 5 5 4 5 22 
42 4 4 4 4 4 4 4 28 4 3 4 3 4 18 
43 4 4 5 3 4 5 4 29 3 3 4 4 3 17 
44 5 5 5 4 5 4 5 33 4 5 5 5 5 24 
45 4 4 4 5 5 5 5 32 5 5 5 5 5 25 
46 4 4 4 3 4 5 4 28 3 4 3 3 3 16 
47 4 3 5 5 5 3 5 30 5 4 4 4 4 21 
48 4 5 5 5 5 5 4 33 4 4 5 4 5 22 
49 4 4 4 4 4 5 5 30 5 5 3 5 5 23 
50 4 5 5 5 5 5 5 34 4 4 4 4 4 20 
51 4 5 5 5 5 5 5 34 4 5 5 5 5 24 
52 4 4 4 4 4 3 4 27 3 3 3 3 4 16 
53 5 4 5 5 5 5 4 33 5 5 4 5 5 24 
54 5 5 4 5 4 4 5 32 5 4 4 4 5 22 
55 4 5 5 5 4 5 5 33 5 5 5 5 5 25 
56 4 4 5 5 5 5 5 33 4 5 5 5 2 21 
57 4 5 4 4 4 4 4 29 5 5 5 4 5 24 
58 5 4 5 5 4 3 5 31 5 5 5 4 4 23 
59 4 5 4 4 4 5 4 30 3 3 3 4 4 17 
60 4 4 4 3 3 3 4 25 4 4 4 3 4 19 
61 5 4 5 4 4 5 5 32 5 5 5 4 4 23 
62 5 5 5 5 5 4 5 34 5 5 5 5 5 25 
63 5 5 5 4 4 5 5 33 4 5 4 4 5 22 
64 5 5 5 5 4 5 5 34 5 5 4 5 5 24 
65 5 5 5 5 5 4 5 34 5 5 5 5 5 25 
66 4 5 4 5 5 5 5 33 5 4 5 5 4 23 
67 5 5 5 4 4 4 3 30 4 3 3 4 4 18 
68 4 5 5 5 5 5 4 33 5 4 5 5 5 24 
69 4 4 5 5 3 4 5 30 4 4 5 4 4 21 
70 5 5 5 5 4 3 5 32 4 3 3 3 4 17 






72 4 4 3 4 4 5 4 28 3 3 4 3 4 17 
73 5 5 5 5 4 4 5 33 5 4 5 5 4 23 
74 4 5 5 5 4 5 4 32 4 5 5 5 5 24 
75 5 5 4 5 5 5 5 34 5 4 4 5 5 23 
76 5 4 5 4 5 5 4 32 5 5 4 4 4 22 
77 4 3 4 4 4 4 5 28 4 4 3 4 3 18 
78 5 5 5 4 5 5 5 34 5 5 5 5 4 24 
79 5 5 4 4 5 5 4 32 4 4 5 5 5 23 
80 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25 
81 4 5 4 4 4 4 5 30 4 4 4 4 4 20 
82 5 5 5 4 4 5 5 33 5 5 4 4 5 23 
83 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 5 4 4 22 
84 4 5 4 4 5 3 5 30 4 4 5 5 5 23 
85 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 5 5 5 24 
86 4 4 5 5 4 5 4 31 4 4 4 4 4 20 
87 5 4 4 5 5 5 5 33 3 4 4 4 4 19 
88 4 5 5 5 4 5 4 32 5 5 4 4 3 21 
89 5 5 4 4 5 4 5 32 4 3 5 5 5 22 
90 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 4 24 
91 4 5 5 5 5 5 5 34 5 5 4 4 5 23 
92 5 5 4 5 5 5 5 34 5 4 5 5 4 23 
93 4 4 5 4 4 4 5 30 4 4 5 4 4 21 
94 5 4 5 5 5 4 5 33 5 5 5 5 5 25 
95 5 4 4 4 5 4 3 29 4 3 4 3 2 16 
96 4 5 5 5 4 5 5 33 3 5 5 4 5 22 
97 5 5 4 4 5 5 4 32 5 4 5 5 3 22 
98 5 4 5 4 5 5 5 33 5 5 4 5 4 23 
99 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25 





KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
JMLH 
SP1 SP2 SP3 SP4 KWP1 KWP2 KWP3 KWP4 KWP5 KWP6 KWP7 
1 4 5 5 4 18 5 5 5 5 5 4 5 34 
2 5 5 5 4 19 5 4 5 5 5 3 5 32 
3 4 5 4 5 18 5 5 4 5 4 5 5 33 






5 5 5 4 4 18 5 5 5 4 5 4 3 31 
6 5 5 5 5 20 5 4 5 5 4 5 4 32 
7 3 2 4 3 12 4 5 4 5 5 5 5 33 
8 4 5 4 4 17 5 4 5 5 4 4 5 32 
9 4 3 4 3 14 4 4 4 4 4 3 4 27 
10 5 2 5 5 17 4 5 5 5 5 5 5 34 
11 5 5 4 5 19 5 4 4 5 4 5 5 32 
12 4 4 5 4 17 5 4 5 5 4 5 4 32 
13 3 3 4 4 14 4 4 4 4 4 4 3 27 
14 4 4 4 4 16 5 4 5 5 4 3 4 30 
15 4 5 5 3 17 4 4 4 3 4 4 4 27 
16 4 5 5 5 19 5 4 5 5 4 5 5 33 
17 4 4 4 3 15 5 5 4 4 4 4 4 30 
18 4 4 5 5 18 4 5 5 5 5 5 5 34 
19 5 5 5 4 19 4 5 5 5 5 5 5 34 
20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 5 4 5 30 
21 5 5 4 4 18 5 4 5 5 5 5 4 33 
22 3 4 4 4 15 4 5 4 4 5 5 5 32 
23 5 5 5 5 20 5 4 5 5 4 4 5 32 
24 4 5 5 3 17 4 4 5 4 4 4 4 29 
25 5 5 5 5 20 5 5 4 5 5 4 5 33 
26 5 5 5 5 20 4 5 4 5 5 5 5 33 
27 3 3 3 4 13 4 3 4 4 3 3 3 24 
28 5 4 5 5 19 4 4 5 5 4 4 4 30 
29 4 3 4 3 14 4 4 4 3 3 4 4 26 
30 5 4 3 3 15 4 4 4 4 4 4 4 28 
31 5 5 5 5 20 5 5 4 5 4 5 5 33 
32 4 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 5 35 
33 5 4 3 4 16 4 3 4 4 4 4 4 27 
34 5 4 5 5 19 5 5 5 3 5 3 4 30 
35 4 4 4 5 17 5 5 4 5 4 4 5 32 
36 5 5 5 5 20 5 4 5 5 4 5 4 32 
37 3 3 3 4 13 4 5 4 3 5 5 5 31 
38 3 4 4 3 14 5 4 5 5 4 4 5 32 
39 4 4 5 4 17 5 5 5 5 5 5 5 35 
40 4 4 5 3 16 4 4 4 3 4 4 5 28 
41 4 5 5 5 19 5 5 5 5 4 4 4 32 






43 3 4 2 5 14 3 3 4 4 4 4 4 26 
44 5 5 5 5 20 4 5 5 5 5 3 4 31 
45 5 5 5 4 19 5 5 5 4 4 5 5 33 
46 3 2 3 4 12 3 4 4 3 3 4 3 24 
47 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 4 4 33 
48 4 4 5 4 17 5 4 5 5 4 4 5 32 
49 4 5 5 5 19 4 5 5 4 4 5 5 32 
50 5 3 5 5 18 5 5 5 5 3 5 5 33 
51 4 5 5 5 19 5 5 5 5 5 4 5 34 
52 4 5 5 4 18 4 4 4 4 4 4 4 28 
53 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 5 4 34 
54 4 4 5 4 17 5 5 5 5 3 5 4 32 
55 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 5 5 34 
56 5 4 4 4 17 5 5 5 5 5 4 5 34 
57 4 5 5 5 19 5 5 5 5 5 4 3 32 
58 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 35 
59 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 28 
60 3 4 4 4 15 4 4 3 4 4 4 4 27 
61 5 5 5 5 20 5 4 4 4 5 4 5 31 
62 5 5 5 4 19 5 5 4 5 5 5 5 34 
63 5 4 4 4 17 3 4 4 4 4 5 5 29 
64 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 4 5 34 
65 5 5 5 5 20 5 5 5 4 5 4 5 33 
66 5 5 5 5 20 5 5 5 4 5 3 5 32 
67 3 3 3 4 13 4 4 3 3 4 3 4 25 
68 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 4 5 34 
69 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 35 
70 5 4 5 5 19 5 5 5 4 4 3 4 30 
71 4 5 4 5 18 5 4 5 5 5 5 5 34 
72 4 3 3 3 13 4 4 4 4 3 3 4 26 
73 2 4 5 5 16 5 4 4 5 4 4 5 31 
74 4 5 4 5 18 4 5 4 4 5 5 5 32 
75 5 5 5 5 20 5 5 4 5 5 4 5 33 
76 5 5 4 5 19 4 4 4 4 5 5 4 30 
77 3 3 3 3 12 4 2 5 5 5 5 4 30 
78 4 4 5 5 18 5 5 4 5 5 3 5 32 
79 5 5 5 5 20 4 4 5 4 4 5 5 31 






81 3 4 4 3 14 5 5 5 4 5 4 4 32 
82 4 5 4 5 18 5 5 5 4 5 5 3 32 
83 4 5 5 4 18 4 4 5 4 5 4 4 30 
84 5 5 5 5 20 5 5 3 5 4 5 5 32 
85 5 5 4 5 19 5 4 5 5 5 5 4 33 
86 3 3 4 4 14 5 4 4 4 4 4 4 29 
87 4 5 5 5 19 4 5 5 5 5 5 5 34 
88 4 4 5 5 18 5 5 4 5 5 5 3 32 
89 5 4 4 3 16 5 5 5 5 4 4 5 33 
90 5 5 5 5 20 4 4 5 5 5 5 4 32 
91 5 5 4 4 18 4 4 5 4 5 4 4 30 
92 4 4 5 5 18 5 5 5 5 5 4 5 34 
93 5 5 4 3 17 5 5 4 4 5 5 4 32 
94 5 5 4 5 19 4 5 5 5 5 5 5 34 
95 4 4 5 5 18 4 5 4 4 4 4 5 30 
96 4 4 4 4 16 5 4 5 5 4 5 5 33 
97 5 5 5 4 19 4 5 5 5 3 4 4 30 
98 5 5 3 5 18 5 5 4 4 4 4 5 31 
99 3 4 5 5 17 5 4 4 5 5 5 5 33 





PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 
1 5 3 5 5 5 5 5 33 
2 5 4 5 5 5 5 4 33 
3 4 4 5 4 5 4 5 31 
4 5 5 5 5 4 5 4 33 
5 4 5 5 4 5 4 5 32 
6 5 4 4 4 5 3 4 29 
7 4 4 4 4 4 4 4 28 
8 5 5 5 5 5 5 5 35 
9 4 4 4 4 4 4 5 29 
10 3 4 3 4 4 2 3 23 
11 5 4 4 4 5 5 4 31 
12 5 5 4 5 4 5 4 32 






14 4 4 5 4 5 4 5 31 
15 4 4 4 4 4 4 4 28 
16 4 3 5 4 4 4 5 29 
17 4 5 5 5 5 5 5 34 
18 5 5 5 5 5 4 5 34 
19 5 5 5 5 5 5 5 35 
20 5 5 4 5 4 5 4 32 
21 4 4 5 4 5 4 5 31 
22 4 3 4 4 4 4 4 27 
23 4 4 4 4 4 4 4 28 
24 3 4 4 5 4 4 4 28 
25 5 5 5 5 5 5 5 35 
26 5 4 5 5 5 5 5 34 
27 4 4 4 4 4 4 3 27 
28 5 4 5 5 3 4 5 31 
29 5 4 4 4 3 4 4 28 
30 4 5 4 4 4 4 5 30 
31 5 5 5 5 5 5 5 35 
32 4 4 5 4 5 5 5 32 
33 5 5 4 5 5 4 3 31 
34 5 5 5 5 5 3 5 33 
35 4 5 4 4 4 4 5 30 
36 5 4 4 5 5 5 4 32 
37 5 5 5 5 5 4 5 34 
38 5 5 5 5 5 5 4 34 
39 4 5 5 4 4 5 5 32 
40 4 4 3 5 3 4 3 26 
41 4 4 5 3 5 4 4 29 
42 4 3 3 4 4 4 4 26 
43 3 4 3 4 4 3 4 25 
44 4 5 4 5 5 3 5 31 
45 5 5 5 5 5 5 5 35 
46 4 3 4 4 4 3 3 25 
47 5 5 5 4 5 4 4 32 
48 5 4 4 5 4 5 5 32 
49 5 5 5 4 5 5 5 34 
50 4 5 5 5 3 4 5 31 






52 5 4 4 5 5 5 4 32 
53 4 4 4 4 4 5 5 30 
54 4 3 3 4 5 5 4 28 
55 5 5 5 5 4 4 5 33 
56 5 3 4 3 3 3 4 25 
57 4 3 4 4 4 4 3 26 
58 5 5 5 5 5 4 5 34 
59 4 4 5 3 5 4 5 30 
60 4 5 5 4 5 5 2 30 
61 5 5 3 5 5 4 5 32 
62 5 4 5 5 5 5 4 33 
63 5 5 4 4 5 4 4 31 
64 5 5 5 5 5 5 5 35 
65 5 5 4 5 5 5 5 34 
66 5 4 5 5 5 5 5 34 
67 4 4 4 4 4 4 3 27 
68 5 5 4 5 5 5 5 34 
69 5 4 5 5 5 5 5 34 
70 4 4 4 4 5 4 4 29 
71 4 4 5 5 5 5 5 33 
72 5 4 4 4 4 4 3 28 
73 4 4 4 4 4 4 5 29 
74 3 3 4 4 4 4 4 26 
75 3 3 3 5 5 4 4 27 
76 4 4 4 4 4 5 5 30 
77 5 5 5 4 5 4 4 32 
78 4 4 4 4 4 4 4 28 
79 4 4 5 5 5 4 5 32 
80 4 5 4 5 5 5 5 33 
81 5 5 4 5 5 4 5 33 
82 4 5 4 5 5 5 5 33 
83 4 3 4 4 4 4 4 27 
84 5 5 5 5 5 5 4 34 
85 5 4 5 4 4 4 4 30 
86 3 4 4 4 4 4 4 27 
87 5 5 5 4 5 5 5 34 
88 4 5 4 5 4 5 5 32 






90 4 4 4 4 4 4 4 28 
91 4 5 5 5 4 4 3 30 
92 5 5 4 4 5 5 5 33 
93 4 4 3 4 4 4 4 27 
94 4 5 5 4 5 4 5 32 
95 5 3 5 5 4 5 4 31 
96 5 5 4 5 5 5 5 34 
97 4 4 4 4 3 3 4 26 
98 4 5 5 5 3 5 5 32 
99 5 5 5 5 5 4 5 34 
100 5 5 5 4 4 4 4 31 
 
 
LAMPIRAN 3 DESKRIPTIF DATA UMUM 
Data Distribusi Kuesioner 
 
No Keterangan Jumlah Kuesioner Persentase 
1 Kuesioner yang disebarkan 107 107 % 
2 Kuesioner yang tidak kembali 2 5 % 
3 Kuesioner yang tidak lengkap 5 2% 
4 Kuesioner yang kembali 100 93 
 Kuesioner yang dapat diolah 34 93% 
n sampel = 100 
Responden Rate = (100/107) x 100% = 93% 
 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah  Persentase 
1 Laki-laki 62 62% 
2 Perempuan 38 38% 









Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
No Umur Jumlah  Persentase 
1 20-30 Tahun  34 34% 
2 31-40 Tahun 39 39% 
3 41-50 Tahun 21 21% 
4 >50 Tahun 6 6% 
Jumlah 100 100% 
 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumal  Persentase 
1 SMA / Sederajat 0 0% 
2 D3 10 10% 
3 S1 64 64% 
4 S2 23 23% 
5 Lainnya 3 3% 
Jumlah 100 100% 
 
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak  
No Lama Menjadi Wajib Pajak Jumlah  Persentase 
1 1-5 Tahun  59 59% 
2 6-10 Tahun 30 30% 
3 11-15 Tahun 10 10% 
4 >15 Tahun 1 1% 













 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Account Representative 100 24,00 35,00 31,5000 2,55248 
Self Assessment System 100 14,00 25,00 21,4100 2,88183 
Sanksi Pajak 100 12,00 20,00 17,5000 2,21337 
Kepatuhan Wajib Pajak 100 24,00 35,00 31,2700 2,62796 
Pelayanan Fiskus 100 23,00 35,00 30,8000 2,92326 




 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 
N 
Valid 100 100 100 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,4700 4,4800 4,5600 4,4800 4,4900 4,4800 4,5400 
Minimum 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 
Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Ragu-Ragu 3 3,0 3,0 3,0 
Setuju 47 47,0 47,0 50,0 
Sangat Setuju 50 50,0 50,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X1.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2,00 1 1,0 1,0 1,0 
3,00 3 3,0 3,0 4,0 
4,00 43 43,0 43,0 47,0 
5,00 53 53,0 53,0 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 3 3,0 3,0 3,0 
4,00 38 38,0 38,0 41,0 
5,00 59 59,0 59,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X1.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 9 9,0 9,0 9,0 
4,00 34 34,0 34,0 43,0 
5,00 57 57,0 57,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X1.5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 5 5,0 5,0 5,0 
4,00 41 41,0 41,0 46,0 
5,00 54 54,0 54,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X1.6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2,00 1 1,0 1,0 1,0 
3,00 9 9,0 9,0 10,0 
4,00 31 31,0 31,0 41,0 
5,00 59 59,0 59,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X1.7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 2 2,0 2,0 2,0 






5,00 56 56,0 56,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Self Assessment System 
Statistics 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
N 
Valid 100 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4,2800 4,2300 4,3300 4,3100 4,2600 
Minimum 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 
Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 17 17,0 17,0 17,0 
4,00 38 38,0 38,0 55,0 
5,00 45 45,0 45,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X2.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2,00 2 2,0 2,0 2,0 
3,00 18 18,0 18,0 20,0 
4,00 35 35,0 35,0 55,0 
5,00 45 45,0 45,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X2.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 15 15,0 15,0 15,0 






5,00 48 48,0 48,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X2.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 12 12,0 12,0 12,0 
4,00 45 45,0 45,0 57,0 
5,00 43 43,0 43,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X2.5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2,00 3 3,0 3,0 3,0 
3,00 12 12,0 12,0 15,0 
4,00 41 41,0 41,0 56,0 
5,00 44 44,0 44,0 100,0 




 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 
N 
Valid 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 
Mean 4,3100 4,3500 4,4600 4,3800 
Minimum 2,00 2,00 2,00 3,00 
Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2,00 1 1,0 1,0 1,0 






4,00 38 38,0 38,0 53,0 
5,00 47 47,0 47,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2,00 3 3,0 3,0 3,0 
3,00 10 10,0 10,0 13,0 
4,00 36 36,0 36,0 49,0 
5,00 51 51,0 51,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X3.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2,00 1 1,0 1,0 1,0 
3,00 9 9,0 9,0 10,0 
4,00 33 33,0 33,0 43,0 
5,00 57 57,0 57,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X3.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 14 14,0 14,0 14,0 
4,00 34 34,0 34,0 48,0 
5,00 52 52,0 52,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Statistics 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
N 
Valid 100 100 100 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,5600 4,4600 4,5200 4,5100 4,4200 4,3300 4,4700 






Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 3 3,0 3,0 3,0 
4,00 38 38,0 38,0 41,0 
5,00 59 59,0 59,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Y2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2,00 1 1,0 1,0 1,0 
3,00 4 4,0 4,0 5,0 
4,00 43 43,0 43,0 48,0 
5,00 52 52,0 52,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Y3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 4 4,0 4,0 4,0 
4,00 40 40,0 40,0 44,0 
5,00 56 56,0 56,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Y4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 7 7,0 7,0 7,0 
4,00 35 35,0 35,0 42,0 
5,00 58 58,0 58,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Y5 







3,00 8 8,0 8,0 8,0 
4,00 42 42,0 42,0 50,0 
5,00 50 50,0 50,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Y6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 11 11,0 11,0 11,0 
4,00 45 45,0 45,0 56,0 
5,00 44 44,0 44,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Y7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 7 7,0 7,0 7,0 
4,00 39 39,0 39,0 46,0 
5,00 54 54,0 54,0 100,0 




 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
N 
Valid 100 100 100 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,4300 4,3300 4,4000 4,4400 4,4800 4,3100 4,4100 
Minimum 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 
Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 






4,00 45 45,0 45,0 51,0 
5,00 49 49,0 49,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
M2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 13 13,0 13,0 13,0 
4,00 41 41,0 41,0 54,0 
5,00 46 46,0 46,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
M3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 8 8,0 8,0 8,0 
4,00 44 44,0 44,0 52,0 
5,00 48 48,0 48,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
M4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 4 4,0 4,0 4,0 
4,00 48 48,0 48,0 52,0 
5,00 48 48,0 48,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
M5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
3,00 7 7,0 7,0 7,0 
4,00 38 38,0 38,0 45,0 
5,00 55 55,0 55,0 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2,00 1 1,0 1,0 1,0 
3,00 8 8,0 8,0 9,0 
4,00 50 50,0 50,0 59,0 
5,00 41 41,0 41,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
M7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
2,00 1 1,0 1,0 1,0 
3,00 9 9,0 9,0 10,0 
4,00 38 38,0 38,0 48,0 
5,00 52 52,0 52,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
ACCOUNT REPRESENTATIVE 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 Account 
Representative 
X1.1 
Pearson Correlation 1 ,368** ,250* ,314** ,364** ,063 ,155 ,577** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,012 ,001 ,000 ,535 ,124 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
X1.2 
Pearson Correlation ,368** 1 ,182 ,350** ,180 ,281** ,278** ,628** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,070 ,000 ,073 ,005 ,005 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
X1.3 
Pearson Correlation ,250* ,182 1 ,417** ,292** ,235* ,227* ,605** 
Sig. (2-tailed) ,012 ,070  ,000 ,003 ,018 ,023 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
X1.4 
Pearson Correlation ,314** ,350** ,417** 1 ,425** ,174 ,343** ,721** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000  ,000 ,084 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 






Sig. (2-tailed) ,000 ,073 ,003 ,000  ,041 ,156 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
X1.6 
Pearson Correlation ,063 ,281** ,235* ,174 ,205* 1 ,188 ,540** 
Sig. (2-tailed) ,535 ,005 ,018 ,084 ,041  ,060 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
X1.7 
Pearson Correlation ,155 ,278** ,227* ,343** ,143 ,188 1 ,535** 
Sig. (2-tailed) ,124 ,005 ,023 ,000 ,156 ,060  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Account 
Representative 
Pearson Correlation ,577** ,628** ,605** ,721** ,616** ,540** ,535** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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SELF ASSESSMENT SYSTEM 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Self Assessment 
System 
X2.1 
Pearson Correlation 1 ,546** ,504** ,612** ,325** ,770** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
X2.2 
Pearson Correlation ,546** 1 ,537** ,510** ,473** ,807** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
X2.3 
Pearson Correlation ,504** ,537** 1 ,571** ,415** ,780** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
X2.4 
Pearson Correlation ,612** ,510** ,571** 1 ,435** ,799** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 






Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 
Self Assessment 
System 
Pearson Correlation ,770** ,807** ,780** ,799** ,697** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Reliability Statistics 





 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Sanksi Pajak 
X3.1 
Pearson Correlation 1 ,520** ,380** ,322** ,747** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,001 ,000 
N 100 100 100 100 100 
X3.2 
Pearson Correlation ,520** 1 ,439** ,406** ,801** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
X3.3 
Pearson Correlation ,380** ,439** 1 ,409** ,734** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 
X3.4 
Pearson Correlation ,322** ,406** ,409** 1 ,708** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 
Sanksi Pajak 
Pearson Correlation ,747** ,801** ,734** ,708** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 
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KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
Correlations 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Y1 
Pearson Correlation 1 ,384** ,342** ,505** ,241* ,069 ,222* ,628** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,016 ,498 ,026 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Y2 
Pearson Correlation ,384** 1 ,198* ,219* ,371** ,141 ,318** ,617** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,048 ,028 ,000 ,163 ,001 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Y3 
Pearson Correlation ,342** ,198* 1 ,432** ,279** ,127 ,071 ,559** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,048  ,000 ,005 ,208 ,480 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Y4 
Pearson Correlation ,505** ,219* ,432** 1 ,267** ,342** ,335** ,724** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,028 ,000  ,007 ,001 ,001 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Y5 
Pearson Correlation ,241* ,371** ,279** ,267** 1 ,217* ,259** ,624** 
Sig. (2-tailed) ,016 ,000 ,005 ,007  ,030 ,009 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Y6 
Pearson Correlation ,069 ,141 ,127 ,342** ,217* 1 ,253* ,525** 
Sig. (2-tailed) ,498 ,163 ,208 ,001 ,030  ,011 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Y7 
Pearson Correlation ,222* ,318** ,071 ,335** ,259** ,253* 1 ,584** 
Sig. (2-tailed) ,026 ,001 ,480 ,001 ,009 ,011  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Kepatuhan Wajib 
Pajak 
Pearson Correlation ,628** ,617** ,559** ,724** ,624** ,525** ,584** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 













 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Pelayanan 
Fiskus 
M1 
Pearson Correlation 1 ,401** ,413** ,379** ,328** ,369** ,223* ,675** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,025 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
M2 
Pearson Correlation ,401** 1 ,360** ,416** ,327** ,236* ,342** ,687** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,001 ,018 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
M3 
Pearson Correlation ,413** ,360** 1 ,205* ,324** ,302** ,378** ,658** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,041 ,001 ,002 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
M4 
Pearson Correlation ,379** ,416** ,205* 1 ,249* ,382** ,276** ,625** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,041  ,012 ,000 ,005 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
M5 
Pearson Correlation ,328** ,327** ,324** ,249* 1 ,319** ,307** ,626** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,001 ,012  ,001 ,002 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
M6 
Pearson Correlation ,369** ,236* ,302** ,382** ,319** 1 ,291** ,638** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,018 ,002 ,000 ,001  ,003 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
M7 
Pearson Correlation ,223* ,342** ,378** ,276** ,307** ,291** 1 ,635** 
Sig. (2-tailed) ,025 ,000 ,000 ,005 ,002 ,003  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pelayanan 
Fiskus 
Pearson Correlation ,675** ,687** ,658** ,625** ,626** ,638** ,635** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
Account Representative ,441 2,268 
Self Assessment System ,418 2,391 
Sanksi Pajak ,565 1,771 
Pelayanan Fiskus ,897 1,115 








































Std. Deviation 1,68041637 




Kolmogorov-Smirnov Z ,612 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,848 
a. Test distribution is Normal. 





Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,721a ,520 ,505 1,84837 









Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 355,727 3 118,576 34,707 ,000b 
Residual 327,983 96 3,416   
Total 683,710 99    
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Account Representative, Self Assessment System 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 11,186 2,367  4,726 ,000 
Account Representative ,273 ,109 ,265 2,492 ,014 
Self Assessment System ,220 ,100 ,241 2,210 ,029 
Sanksi Pajak ,388 ,108 ,326 3,594 ,001 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
 
REGRESI MODERATING (NILAI SELISIH MUTLAK) 
1) Regresi Tanpa Interaksi 







B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2,749 2,824  ,973 ,333 
Account Representative ,591 ,073 ,574 8,052 ,000 
Pelayanan Fiskus ,321 ,064 ,357 5,008 ,000 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b.  













B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 11,080 2,247  4,931 ,000 
Self Assessment System ,516 ,067 ,566 7,739 ,000 
Pelayanan Fiskus ,297 ,066 ,330 4,520 ,000 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Tabel 4.24 







B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 12,646 2,299  5,501 ,000 
Sanksi Pajak ,636 ,094 ,535 6,757 ,000 
Pelayanan Fiskus ,243 ,071 ,271 3,418 ,001 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
 
 
2) Regresi dengan Interaksi Menggunakan Uji Nilai Selisih Mutlak 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,811a ,658 ,632 1,59480 
a. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore:  Self Assessment System, Zscore:  




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 449,719 7 64,246 25,260 ,000b 
Residual 233,991 92 2,543   
Total 683,710 99    






b. Predictors: (Constant), X3_M, Zscore:  Self Assessment System, Zscore:  Pelayanan Fiskus, X1_M, 








B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 30,282 ,294  102,891 ,000 
Zscore:  Account Representative ,862 ,248 ,328 3,480 ,001 
Zscore:  Self Assessment System ,734 ,265 ,279 2,774 ,007 
Zscore:  Sanksi Pajak ,546 ,233 ,208 2,344 ,021 
Zscore:  Pelayanan Fiskus ,940 ,176 ,358 5,346 ,000 
X1_M ,088 ,296 ,027 ,299 ,765 
X2_M ,705 ,321 ,216 2,196 ,031 
X3_M ,235 ,291 ,068 ,807 ,422 
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